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KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudut POLITIK HUKUM MASIIKNYA KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIRARKI

PERATTJRAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA UNDANG-T'NDANG

NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTI.'KAN PERATI]RAN

PERIJNDANG-UNDANGAN,merupakanhasilpengamatanpenelititerhadaplahirnya

Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Pasca disahkannya undang-undang flJU) tersebut telah menimbulkan pro

dan kontra, bahkan kalangan akademisi banyak menilai bahwa dengan masuknya

Ketetapan Majelis Permusl,waratan Rakyat (TAP MPR) ke dalam hirarki peraturan

perundang-undangan merupakan langkah mundur dalam tatanan peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Hal ini mengingat secara substansi TAP MPR muatan materinya

tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Dasar Negara Repubiik Indonesia (UUD

NRI) tahun 1945. Atas pro dan kontra itulah, kemudian penulis merasa tergugah untuk

menganalisis dari perspektif politik hukum dan kaj ian akademik-ilmiah guna mencari

II

Kepasrahan atas ketetaPan Allah yang bersenyawa dengan ketundukan pada

kekuasaannya yang tak tertandihgi, telah meniscayakan kita untuk selalu bemaung

dibawahlindungannyadarikonspirasiyangmenjebak.Begitupunkebijaksanaanhati

yang telah mampu memberi pertimbangan pada rasio disaat akan memutuskan suatu

ketetapan, telah pula mengajarkann kita untuk pandai mensltkuri samudera nikmat

yang dihamparkannya tak terhingga' Alhamdulillah"'

Selanjutnya, maritah kita tak henti-hentinya haturkan sholawat dan salam

ta'dzim kepada rasulullah SAW yang mengajari kita untuk meminta qishash atas

kepemimpinannya, sehingga kita tidak mengenal tradisi menuduh jika berlaku khilaf'

ataupun menepuk dada keangkuhan ketika keberhasilan diraih' Percayalah bahwa semua

keberhasilandanperubahanyangadamerupakanndialektikaaktifdariseluruhstruktur,

infrastruktur bahkan kultur yang mengitarinya'



konvergensi tepat tidaknya TAP MPR masuk dalam hirarki peraturan perundang-

undangan.

Selesainya penelitian ioi tidak bisa dilepaskan dari kontribusi berbagi pihalq

oleh karenanya sudah selayaknya penulis ucapkan terima kasih kepada:

I. Dekan Fakultas Hukum UII. Terimaksih telah memfasilitasi jalannya penelitian

ini.

2. Segenap dosen di departemen Hukum Tata Negara FH UII yang terus

mendorong peneliti untuk ikut aktif merespon berbagai problematika

kebangsaan, termasuk mendorong untuk merespon dengan meneliti kebemdaan

TAP MPR sebagai nomenklatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan.

3. Semua pihak yang budiman yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu,

terima kasih sangat peneliti sampaikan atas kontribusi positifnya. Semoga Allah

SWT membalasnya dengan setimpal. Amin.

Peneliti sadar betul bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kesempumaan,

oleh karenanya kami inengharapkan dengan sangat kritik dan saran yang konstruktif

untuk dijadikan bahan tambahan penyempurnaan penelitian ini. Harapan yang selalu

terpatri dalam diri peneliti adalah semoga penelitian ini dapat memberi manfaat dan

menambah khazanah keilmuan di FH UII pada khususnya. I min ya rabbal'alamin.....
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ABSTRAK

Undang-undang Nomor l2 Tahun 20ll tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan dalam Pasal 7 ayat (l) telah menempatkan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (TAP_ MpR) sebagai bagian hirarki peraturan perunding_
undangan di Indonesia. Masuknya TAp MpR ke dalam hirarki tersibut, tela-h
memunculkan banyak pertanyaan, 

_bahkan dianggap suatu langkah mundur mengingat
dahulu melalui rezim Undang-undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembenluk-an
Peraturan Perundang-undangan dimana TAp MpR telah dikeluarkin dari hirarki
peraturan perundang-undangan. Har ini juga secara irmiah dinirai bertentangan dengan
teori h irarki perundang-undangan. Serain itu dengan strukstur ketatanegaraln kita iat
ini adalah didasarkan pada sistem.check and baiance dengan menempatkan rembaga
Negara pada posisi yang sama, sehingga konsekwensi produk hukum yang dikeluarklnjuga setara posisinya. oleh karenanya dengan hadimya TAp MpR dalam hirarki
peraturan perundang-undangan wajib dipertanyakan, yaitu konfigurasi politik apakah
yang. melatarbelakanginya?, dan apakah secara akademik masuknya tei, vpn aalam
hirarki.peraturan perundang-undangan sudah tepat?. Metode dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, sehingga bahan hukum yang digunakan bahan hukum
primer, yaitu UUD 1945 dan 

. .peraturan perundang_unda-n gui yung relevan dengan
permaslahan yang dibahas. Dari bahan tersebut digun;kan uniuk menlanalisis rumulan
masalah 1,ang telah dirumuskan tersebut. Hasil penelitain ini menyimpulka n. perlama,
konfigurasi politik yang menjadi latar berakang masuknya TAp MpR daram hirarki
peraturan perundang-undangan adalah karena hingga saat ini rrasih banyakjumrah rAp

an rujukan dalam kehidupan ketaranegaraan
at dilihar semangat DpR memasukkan TAp

tuk legitimasi kepada TAp MpR yang
hanya ditempatkan dalam penjelasan.

am hirarki guna mengantisipasi supaya

fl t,'ffilf ,"illl;rffi Tl-ffi:"[,lT
undangan j ika dirihat berdasarkan *""3*,'"jffi l"H[ji}J,i:fjITJffX.l'iH;
hukum perundang-undangan berdasarkan matr *urtannyu"."ku hal itu kurang tepat.

i bahwa hal itu untuk mengurutkan
n, dimana norma yang di bawah tidak boleh
tas, maka hal itu dapat dibenarkan. Namun
sebagai'konstituante' (menetapkan UUD)
ada UUD yang ia bcntuk tersebut, maka

dasar negara. OIeh karenanya dengan
mengartikecilkan aturan dasar negara
P MPR. Dengan demikian seharusnya

Kata kunci: tlUD NRI 1945, TAp MpR, dan hirarki peraturan perundang-undangan,
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BAB I
PENDAHTJLUAN

' Dianggap problematih karena seringkali TAP MPR melangkahi ULrD 1945 s€bagai
dasar konstitusional kehiCupan bernegar4 contoh yang paling nyaa adalah pada TAP MPR
Nomor I4r4PR/1971 Jo TAP MPR Nomor UMPR/I9t3, TAP MPR Nomor IV/MPR/1983 tentsng
Refercndum, dan saat ioi yang t€tap masih berlaku TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/I966 tentang
Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

'iHal ini bisa dibuktikan kati munculnya TAp MpR sebagai
bagian. dari hi€rarki peraturan pada tahun 1966 yaitu denian
munculnya TAP MPRS Nomor emorandum DpRGR . . -meskiiun
sebelumnya tata ururtan mencantumkan Ketetapan
MPR sebagai bagaian darir Absennya TAp tumkan pada UU No. lO
Tahun 2004 dan kemudiah 12 tahun 2Ol I mcrupakan
suatu buktiyang-cukup bahwa TAp MpR masih mempunyai daya tarik yang luar biav.' Konsrdersn kctetapan MPRS No XX/li4pRS/1966 Tentang Memorandum DpRGR
llenqc.yi_ Symbel Tprtib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutai peraturar perundangan
Republik Indonesia. '

1

A. Latar Belakang Masalah

Di datam sejarah hirarki peraturan perundang-undangan negara kita telah

dikenal adanya satu produk hukum yang sampai hari ini masih dianggap

problematikr, yaitu KetetaPan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan'/TAP

MPR). Meskipun terhadap produk hukum ini, Undang-Undang Dasar 1945 (JLJD

1945) baik sebelum ataupun sesudah perubahan tidak Pemah mengatur secara

eksplisit keberadaannya2, namun tetap saja TAP MPR mempunyai daya tarik

yairg luar biasa sehingga banyak kalangan di negeri ini terus memperjuangkan

untuk mempertahankan TAP MPR menjadi bagian dari hirarki peraturan

perundang-undangan3.

Ketetapan Majelis Permusvawaratan Rakyat Republik Indonesia

merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengemban

kedaulatan rakyat ditetapkan dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan

RakyaC. Sedangkan Lembaga Majelis Permusyawaratan Ralryat (MPR) sebelum

perubahan adalah sebagzii lembaga tertinggi negara (supreme) dan memiliki

beberapa kewenangan yang sifatnya rrp reme pula, diantaranya yang paling utama

acialah menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara



(GBHN5. Sifat ketembagan dan kewenangan yan9 suPreme inilah kemudian

dianggap menjadi dasar mengapa lembaga MPR ini mempunyai kervenangan

membuat suatu produk hukum beruPa ketetapan MPR GAP MPRf '

Pada tahun 1966, untuk pertama kalinya TAP MPR muncul sebagai bagian

dari hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu pada Ketetapan MPRS No

)O{A,IpRSll g66Jentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum

Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangar Republik IndonesiaT'

Di dalam TAP MPRS ini dinyatakan bahwa TAP MPR merupakan suatu produk

hukum yang kedudukannya berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-

Undang (JU/Perafirrar Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)E'

Pada masa reformasi, TAP MPRS No XX/MPRS/1966 ini diubah dengan

TAP MPB- yang baru. Adapun alasan pengubahany4 karena Ketetapan MPRS

Nomor XX/lvIPRSi 1966 sebagai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata

urutan peraturan-perundangan Republik Indonesia menimbulkan kerancuan

pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasart penyusunan peratuftu

perundang-undangan. OIeh karena itu, ditctapkanlah Ketetapan MPR Nomor

IIyMPw2oo0tentani]sumberHukumdanTataUrutanPeraturanPerundang-

undangan sebagai pengganti dari TAP MPR sebelumnya Meskipun mengalami

perubahan yang substantif pada TAP MPR ini, namun Ketetapan MPR sebagai

di star MPR di dalam IJUD 1945 seb€lum
membust Puhsan
nafsiaran terhadaP

beruPa

ketetapan bersifat umum (regelling) dan juga k ividual

(Beschik*ing).tTiP Mpns ini k"*udian dikuatkan dengan Ketetapan MPR No V/MPR/I9T3'
t eLpun ,-* hirarki P€ratuan pcrundang-undangan yang ada pada TAP MPR ini

adalah:
a. Undang-Undang Dasar I945 (UUD 1945)

b. Kctetapan MPR
c. UndanL-Undang (UU)/Peraturan Pemerinyah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

d. Peraturan Pemerintah (PP)

e. Keputusan Presiden (KcPPres)

f. Peraturan-pe{atuBl Pelaksana lainnya seP€rti

Mentcri, 3) Dan lain-lain.

l) Peraturan Menteri, 2) lntruksi



bagian dari hir, r:"-:"" 
":',::H:;:11:-#i:,Xl'I^-*l;,lrl}kedrrdukannYa 

tetaP sebagaima

TAP MPR No' IIVMPR/2000 ini tidak bortahan l1a rena pada saat

t".uitny" rAp MPR''' :1ffi1*i.T":lH::X,::;ril':"H:;
Undang-undang Dasar 1945 t''" t':l:^-:, 

lo tr"r biusa di tlalam konstitusi

;;il" dln t *irnru t"*nuuffi:::#,:ilH,'*:;-*-.an di Nesara

kita itul.. Duahal yang utafia aoatatr '-^"'-,^*u^", 
Negara yant ada di dalam

kita yang menjadikan setaranya seluruh lembaga ** 
*on Rakyat untuk

konstitusi dan juga menugaskan Majelis Permusyawa

melakukan p ninjauan t"*'ll' 

"""'"*- 

**t t:y .[::: 
ffi:l:

Permusyawar an Rakyat ementara @PRS) dan

Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diambil putusan pad Sidang Majelis

Permus-yawaratan Rakyat tahun 2003r 
r'

Sebagai tindak lanjut amanat itu' tahun 2003 akh'rmYa MP* 
T"-*"t:'^::

TAP MPR ) omor IMPPJ2003 yang berisi t ntang peninjauan terhadap matert

dan status huku:n Ketetapan MPRS dan MP ' Hasilnya adalah suatu keputusan

yang menempatkan status 

" 
'O' 

"* 
menjadi "tidak berlakq masih berlaku'

masih berlaku tapi dengan Otn'un 
"u'ut 

dan tidak perlu dilakukan tindakan

hukum lebih lanjut baik karena bersifat final (einmalig) untuk TAP MPR' karena

tetah dicabut, rnu'O'n t"''n selesai dilaksmakan"lz' Untu TAP MPR No'

ini adalah
e untu

b
c. Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang'Undang (Perpu)'

e. Peraturan Pemerintah'
' f. Keputusan Presiden

membahas
buku Yang
nUUDI

uD 1945.
12 lengkaPnYa di dalam TAP

tentang status TAP MP& Yaitu Pasal

2 ada 3 TAP MPR Yang masih berla

pemilu pada tahun 2004, Pasal 4 ada

3



IIIIIfrNIOOO sendiri ditempatkan pada setatus masih berlaku sampai

terbentuknya undang-undang. Maka, jika sudah terbentuk undang-undang maka

hitanglah daya ikat TAP MPR tersebut' Pada tahun 2004 terbentuklah UU Nomor

l0 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai hasll

rekomendasi TAP MPR Nomor I/ItlPR/2003 tersebut' yang kemudian

menghilangkan TAP MPR dari hirarki peraturan perundang-undanganl3'

SelainitudidalamUUDlg45hasilperubahaninipula,penghapusan

wewenang pembentukan TAP MPR itu mendapatkan legitimasi hukum khususnya

dalam Pasal 3 perubahan ketiga UUD 1945' Dalam Pasal ini tidak disebutkan lagi

adanya wewenang pembentukan TAP MPRI4' kewenangan MPR sekarang

hanyalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar' melantik Presiden

dan/atau Wakil Presiden, dan dapat memberhentikan Presiden dan'/atau Wakil

Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasarl5.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa memang ada benang merah antara

perubahan UUD 1945 dengan hilangnya TAP MPR dari hierarki peraturan

perundang-undangan. Sehingga jelas bagi kita jika hilangnya TAP MPRr6 dari

hirarki peraturan peundang-undangan di dalam UU Nomor l0 tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundaag-undangant' secata konstitusional memang

pasal -s ada 5 TAP MPR yang masih berlaku sampai adanya tata tedib baru oleh MPR hasil pcmilu

iOO+,-arn TAp MpR yang-dinyatakan tidak pirlu dilakukan tindakan. hukum lebih lanjut baik

far"iu Uersifut f,nal (einnilig), telah di cabut, maupun telah selesai dilak-canakan sebaryak 104

Tao.' l' Di dalsm pasal 7 undang-undang ini dinyatskan bah\'va hi

undangarq dimalai dari st8s kcbawsh, Undang- Jndang Dsssr Negara

Undan!-Undangferaturan Pdmcrintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pr€sidcn, dan Pcraturan Daerah
ii x"tu, ii"t"t telah dikatakan bahwa salah satu slasan mengaPa TAP MPR-muncul

adalah karena adaDya sifat kclcmbagan dan kewenangan y8ng 'wPreD c, maka disini ditanbahak8n

bahwa alasan munculnya kewenangan pembentukan tef !{! $aasarkan 
pada adanya

*"*"i"n! rtmn ,ntuk mcmbentuk Giris Iiesar Haluan Negara (GBIIN) dalam UUD 1945 lama'

Hal ini bermula dari terjadinys dekit Prcsiden 5 juli 1959'._ - - ii ;id"l _ Ufj NoiZ tatrun'ZOog tentsng MpR, DpR dan DpD pun tidak dicantumkan

mengcnai kewenangan untuk mengcluarkan Ketetan MPR' pasal 4 menggariskan kcwenangan

MPR vane tidak iauh berbeda dengan UUD 1945 dengan penjel&san yang diangap sudahjelas'
' 

'Y yani dimaksud penulis TAP MPR disisni secara kescluruhan adalah suatu jenis

peraturan yang 6crsifat mengatur secara umum (regeling) bukan bersifst konkit dan individual

(besc hiki ng).' tlienulis disini bukan bermaksud mcndudkung keberadaan UU Nomor l0 tahun 2004

tenhng Pcmbentuksn Peraturan Perundang'undangan yang dianggap bcrmasalsh itu' pcnulis

4



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia i 945;

2. Ketepan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintalr;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daera-h Provinsi;
7. Paraturan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Meskipun pada bagian penjelasan pasal 7 UU No 12 tahun 2012 ini

keberadaan TAP MPR ini hanya dibatasi pada pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR No

IMPR/2003, dengan memperhatikan konstruksi konstitusi yang ad4 maka tidak

heranjika kemudian menimbulkan reaksi yang cukup keras.

hanya mendukung hilangnya TAP MPR sebagai tuntutan dari logika konstitusional yang ada Pada

UUD 1945 hasil perubahan.

't Selain- alasEn itu, alasan sitim pcmerintahan juga sering diajuksn gulla untuk

meyakinkan bahwasanya TAP MPR harus dihilangken. Di dalam sistem p€rnerintahan presidcnsial

seperti yang dianut daiam konstitusi kira, posisi Presiden dan Wakil Presiden buksn l88i sebagai

mandataris- MPR d8n tidak mempunyai garis pertanggungjawaban terhadaP MPR dalam

menjalankan kckuasaan pcmerintahsn. Gads pertanggungiawaban Presiden dan wskil PrEsiden

sekarang langsung kepadi rakyat berdasarkan ketcntuar fdrg diatur dalam UUD 1945. S€hingga

,""".p"tkan fen-Uutan lagi sebagai lembaga tertinggi Negara sebagaimana s€bclumnya

terjadinya pada UUD 1945 sebctum amandemn skan tet8Pi hanya menjadi lembaga tinggi Negara

yang posisinya scjajar dengan lembagalembaga tinggi Negara yang lain. Dan tentu ssja Prodak
irukumnya juga tldak bolch lebih tinggi dari lembaga-lembaga lain kecuali hal itu diamanatkan

oleh konstitusi.
te Meskipun memang benar bahwa munculnya UU yang barrr ini secara konstitusional

adalah sah, karena memang secara prosedurat pasal 20 ayat I UUD 1945 menentukan bahwa DPR

berwenang untuk itu. Namun secara teoritik Peruodang-undangan hal ini menjadi masalah,

mengingat konstuki yang dibangun dalam UUD 1945 itu sendiri dan t€rbatasnya TAP MPR ysng

dianggap bcrlaku kcmbali. Di dalam pasat ? UU No 12 tahun 2012 keberadaan TAP MPR yang

b€rlaku hanya dibatasi pada pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR No UMPR/2003.

5

direstui oleh konstitusi. Oleh karena itu, wajar kemudian jika hilangnya TAP

MPR dari hirarki peraturan perundang-undangan pada tahun 2004 tidak

menimbulkan kontrove.si yang cukup berarti. Karena memang hal itu akan

bertentangan dengan konstitusi itu sendirils.

Situasi ini berbeda ketika UU Nomor l0 tahun 2004 diganti dengan

Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undanganre. Seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (l) UU No. l2 Tahun 201 I UU

ini dimasukkan kembali ketetapan MPR sebagai bagain dari hirarki peratuan

perundang-undangan:



Beberapa reaki yang muncul diantaranya ialah menyatakan pertama

secara konstitusional MPR memang tidak mempunyai wewenang untuk

mengeluarkan TAP MPR. Bahkan Jika meneliti pasal per pasal di dalam UUD

1945 hasil perubahan, kita tidak bisa melihat adanya pasal-pasal yang bisa

ditafsirkan bahwa MPR dapat mempunyai kewenangan membuat ketetapan

layaknya pada ULID 1945 sebelum perubahan2o. Kedua struklur ketatanegaraan

hasil perubahan UUD 1945 adalah berbeda dengan UUD 1945 sebelum

perubahan. Strukstur ketatanegaraan kita yang baru didasarkan pada suatu sistem

check antl balance dur menempatkan suatu lembaga negara dengan posisi

seimbang satu sama lain, tidak ada superioritas kelembagaan negara.

Sedangkan alasan-alasan lain yang menyebabkan adanya keberatan TAP

Ir{PR menjadi bagian Iagi dari hirarki peraturan perundang-undangan adalah

dianggap suatu langkah nrundur mengingat dahulu TAP MPR sudah dikcluarkan

dari hierarki peraturan perundang-undangan. Secara ilmiah, hal itu bertentangan

dengan teori hirarki perudang-undangan yang menyatakan bahwa TAP MPR

bukan termasuk peraturan perundang-undangan. "TAP IvIPR itu setara dengan

UUD 19452r. Apa lagi hal itu semua ditambah fakta bahwa masirknya Ketetapan

MPR pada hirarki peraturan perundang-undangan lagi ini tanpa perdebatan yadg

serius di dalam DPR, sehingga masuknya ada kesan dipaksakan.

-Di dalam sidang penyusunan UU No 12 tahun 2001l, masuknya TAp
MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan disepakati secara bulat

begitu saja oleh DPR maupun pemerintah. Bahkan kesepakata-n itu cukup diambil
dengan kata-kata "Jadi, kita sepakat memasukkan TAp MpR ke dalam hierarki
peraturan perundang-undangan',2. Sedangkan partai oposisi yang selama ini vokal
dan kritis atas berbagai macam kebijakan yang tidak rasional pun diam atas
masuknya Ketetapan MpR menjadi bagian dari hirarki peraturan perundang-

Me rytus u n Hie rarki pe ru nda ng-
ki perundangundangan, Hukuir

antan Pembentukan pembentukan peraluran
Jskart4 201 I, Hlm. 4.
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undaugan. Bahkan dengan agumentasi yang pragmatis partai oposisi mengatakan

kami setuiu memasukkan TAP MPR pada hirarki peraturan perundang-undangan

karena seperti diketahui Ketua MPR saat ini adalah23, politisi partai oposisi'

Dari fakta-fakta di atas terlihat bahwa memang terdaPat suatu

kompleksitas persoalan yang tersimpan di balik masuknya kembali TAP MPR

pada hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga hal itu menarik untuk

dikaji supaya jel?rs. untuk itu maka penulis berencana akan melakukan penelitian

guna mencarai titik terang di balik kejanggalan-kejanggalan atas masuknya TAP

MpR dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Penilitian ini akan difokuskan

pertama-tarna pada konfiguasi polititk yang terjadi di DPR sehingga mendororng

munculnya TAP MPR pada hierarki peraturan perundang-undangan, lalu dari situ

akan direkonstruksi sedemikian rupa sehingga bisa diketahui alasan utama

mengapa Ketetapan MPR tetap masuk dalam hirarki peraturan perundang-

undangan. Kajian selanjutnya akan difokuskan pula pada akibat yang muncul atas

masuknya TAP MPR menjadi bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan,

khususnya dihubungkan dengan teori perundang-undangan dan juga sistem

harmonisasi yang dibangun di dalarn Undang-undang Dasar l945 Sehingga dari

fakta-fakta ini bisa digunakan untuk merumuskan konsepsi ideal ketetapan MPR

di bawahUndang-Undang Dasar 1945.

B. Rumusau Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah-

masalahyangberhubungandenganeksistensiKetetapanMPRsebagaibagiandari

hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana masalah-masalah tersebut

dirumuskan sebagai berikut:

l. Bagaimanakah konfigurasi politik yang terjadi di DPR sehingga menyebabkan

masuknya kembali Ketetapan MPR pada hirarki peraturan perundang'

" Hal ini dikat"kan An gota FPDIP dari Komisi lI Yasona Laoly, kesetujuan itu didasari

fakta bahwa masuknya TAP tUpn di aalam hierarki peraturan perundang-undangan dikarenakan

Taufik Kiemas politisi PDI Perjuangan menjadi Ketua MPR, /6ir'
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undangan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan ?

2. Tepatkah ketetapan MPR di masukkan dalam hierarki peraturan perundang-

undangan di bawah UUD 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa

tujuan sebagai berikut:

l. Untuk mengetahui konfigurasi politik yang terjadi di DPR yang telah

menyebabkan masuknya kembali Ketetapan MPR pada hierarki peraturan

perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Untuk menegetahui alasan masuknya kembali Ketetapan MPR di dalam hirarki

peraturan perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disamping itu,

dimaksudkan juga ntuk mengetahui tepat{idaknya ketetapan MPR kembali

dimasukkan di dalam hirarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Undang Dasai 1945.

D. Manfaat Penelitian

.Penelitian ini diharapakan akan memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis, dimana secara teoritis penelitian ini bisa dimaksudkan untuk

menguji kebenaran akademik masuknya TAP MPR dalam hirarki peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini diharapakan bisa memberikan

masukan baru bagai pemangku kepentingan atau perumus peraturan perundang-

undangan, sehingga nantinya dalam proses pembuatannya berprinsip pada

pedoman-pedoman yang baik dan benar, Oleh karena itu dalam ranah praktisnya

penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam menyusun peraturan perundang-

undangan yang baik dan benar.
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E. Tinjauan Pustaka

L Teori Perundang-Undangan

a. Pengertain Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan merupakan gabungan kata yang masing-

masing katanya memiliki konotasi arti yang berbed4 yaitu terdiri dari kata teori

dan kata perundang-undangan. Teori secara sederhana bisa diartikan sebagai

interpretasi dari fakta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indoresla (KBBI) kata teori

merupakan suatu kata benda yang mempunyai arti: pertama pendapat yg

didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi,

kedua penyelidikan eksperimental yg mampu menghasilkan fakra berdasarkan

ilmu pasti, logik4 metodologi, argumentasi, ketiga asas dan hukum umum yang

menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan keempat pendapat, cara,

dan aturan untuk melakukan sesuatu. Kata teori ini kelihatanya merupakan suatu

kata serapan dari bahas inggris yang mana kad aslinya adalah theory. Dalam

Cambridge Advanced Leamer's Dictionary, kata theory diartikan sebagai formal
stdtement of the rules on which a subject o/ study is based or of ideas which are

suggested to explain afacl or event or, more generally, an.opinion or explanation.

Jadi dari definisi istilah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa teori adalah

pemyataan akan suatu fakta dari hasil penelitian secara metodik dan juga asas dan

hukum umumrfo rmal statemenr yang menjadi dasar untuk melakukan sesuatu2a.

Sedangkan untuk istilah "Perundang-undangan" secara bahasa mempunyai dua

pengertian yang berbeda, di satu sisi mengandung arti segala sesuatu yang

bertalian dengan undang-undang, seluk-beluk undang-undang dan disisi yang lain

bisa berarti pengundang-undangan dan pembuat undang-undang saja. Dalam

bahas inggris kata perundang-undangan sering dipadankan dengan kata

"legislation". Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, misalnya, mengartikan

legislation sebag-ri l) the whole or any part of a country's written law,2) the

2o Dengan mengacu pada logika induksi yang dibedakan dari deduksi, teori menurut
Mundiri dibagi dua yaitu tcori umum dan teori khusus. Teori umum adalah suatu pcmyataan
apabila benar maka ia bcnar secsra universal. Sedangkan teori khusus adalah teori yang b€rkrilan
dengan sejumplah fakta-fakta panicular lerrcnru. Muadiri, Logika, Rajawali Pers, Jaksrt4 I994,
hlm. 198- I99.
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process of makit:3 v)ritrcn2s, Demikian juga halnya dengan John M Echols dan

Hassan Shadily menerjemahkan legislotion sebagai (l) perundang-undangan' (2)

pembuatan undang-undang26. Sedangkan kata kata perundang-undangan dalam

bahasa belanda disamakan dengan kata "welgevin,!7" dan dalam bahasa jerman

"gesetzgebungzs' mempunyai arti hanya semata-mata dalam pengertian

pembuatan undang-undang.

Di atas lelah dijelaskan bahwa kata perundang-undangan

(legislatiory'wetgeving/gesetzgebung) jika, ditintinjau secara kebahasaan

mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti (l) proses pembentukan hukum

(perundang-undangan), dan juga bisa berarti (2) produk hukum (perundang-

undangan)2e. Hal tersebut temyata berpengaruh terhadap pandangan dan pendapat

para ahli hukum yang khususnya menyangkut pengertian perundang-undangan'

Tentang legislasi, para ahli hukum ada yang pendapatnya terlalu rniring hanya

satu pengertian tentang perundang-undangan saja namun ada juga yang terlafu

miring pada pembuatan undang-undang saja.

Lihat saja pendapat Subekti dan 'Iiitrosoedibio yang menyamakan legislasi

(legistatie) dengan perundang-undangan saja30. Sedangkan Pengertian sebaliknya

diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi Oa/elgeving'

" Elizab.th A. Murtin and Jonathan Law , A Dictionary olLaw' Si'lh Edition' Oxfo.d

tlniversitv Press- New York. 2006, hlm. 3l l.- ls John M, Echols dan Hassan Shadily, (aratrs Inggris lndonesia, Cramedia' Jakana'

1995, hlm.353
u bahasa belanda mempunyai arti lcgislasi Sedangkan pengertain

undane'undanq bahasab€landa lebih menyukai kata wet ssjs' Susi

Ka.i Beland-o t donesia'PT' Ctranedia Pustaka Utam4 Jakarta'

2008, hlm. 1213-1214.--"'""i '["iu 
i^i jre. mempunyai arti legislasi, dan Pengertianya juga dibedakan dari

pengertain p"rundangundungan dalam arti undang-undang. Karena istilsh undang-undang dalam

tahisa je.man hanyi menglunakan kata gesr,- saj4 Adolf Heuken, Kamus Jermon Indonesia:

Deutsci-lndonesbihes tl'Oiierbuch PT. Gramedia Pustaka Utgmq Jakarta, 201I, hlm. 202'
D Meskipun berdasarkan pembacaan dan p€nclusuan berbagai kamus yang dilakukan

penulis, temyata masing-masing kamus tidaklah sama dalam mcmberikan pcngertian legislasi ini.
Ada yang mcmberi makan gantta dan ada yang mcmberi makna tunggal, sebagai contoh kamus

Cambridge Advanced Lcarner's Dictionary yang hanya mengartikan kata lcgislasi hanya semata-
mata sebagai hukum, legislolion is a los or sel of laws suggested by a governnent and made

ofrcial by o parlionent.
30 subelti dan liitro soedibio, Kanus Hukum. Prrdnya Paramit4 Jakafi4 1980, hlm. 76.
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legistation) sebagai "pembuatan undang-undang"3r. Sedangkan dua tokoh

positivisme hutotm, yakni Jeremy Bentham dan John L. Austin mengaitkan istilah

legislarion sebagai "any forn of law makin2l'1z.

Menurut M. Solly Lubis, "... yang dimaksud dengan Perundang-undangan

itu ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain tnta cara

bagaimana suatu rancangan undang-undang mulai direncanakan (rancangan),

dibahas, disahankan ataupun ditetapkanan dan akhirnya pengundangan peraturan

yang bersangkutan"33. Al. Andang L. Binawan menyebutkan bahwa legislasi,

seperti halnya banyak kata serapan yang berakhiran 'asi', menunjuk pada suatu

proses, untuk menghasilkan hukum (dalam arti UU)la.

Jadi dari-pengertian istilah teori dan istilah perundang-undangan tersebut

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud teori perundang-

undangan dalam pembalrasan kali ini adalah asas dan hukum umum formal

statemenl yang menjadi dasar untuk membuat suatu undang-undang. Asas-asas

dan hukum umum tersebut digunakan untuk menyusun suatu undang-undang yang

baru yang dimulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau

penetapan dan akhimya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Dan dari

pengertian yang seperti inilah penelitian ini akan dilaksanakan. Penelitian ini

memilih pengertian teori sebagai "asas dan hukum umum yang menjadi dasar

suatu kesenian atau ilmu pengetahuan dan juga pendapat, cara, dan aturan untuk

melakukan sesuatu", dan kemudian teori tersebut dihubungan dengan pengertian

"legislasi yang dianggap sebagai suatu proses pembuatan hukum dalam rangka

rl Jeremy Bentham , An Introduction to the Principles of Morok and kgislalion !.H,
Burns and H.L.A. Hart. Clarendon Press, Oxford, t996, John L. Austin, The pro nce o/
JurispnlCence Determined and the Llses of he Studt o/ Jurispruderce. Weidenfeld and Nicolson,
London. 1954., Lihat pada Jimly Asshid diqie, perihal lJndaig-Undang, Koostitusi press, Jaksrta,
2006, hlm. 3l-32.

. -. _ " Je.refly Beniham (1996) An lntroduction to the principles o! Morats and Legisldion
J-H. Burns and H.L"A,. Han (ed.). Clarendon press, Oxford; John L. Ausiin (1954) The pivince oJ
Jurisprudence Deternined and the uses of tr, srudy o/ Jurispradence. weidcnferd and Nicolson,
London. pada Jimly Asshiddiqie (2006) perihal unding-undang. Konstitusi eres, Jakana hlm.
3t -32.

M. Solly Lubis, Zan dasan don Teknik perundong-lJndongor. Mandar Maju, Bandung,
1995, hlm. l.

" Al. Ardang L. Binawan (2005) .,Merunut Logika Legislasi". Jenrero Junol Hulatm.
Edisi 10, vol. III, 2005, hlm. 9.
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besar ; Yaitu :

15 M. solly Lubis, ta ndasan dan Teknik Perundang'

kejberorientasi
kejserta

erleothueseG ngstzgeb
lasanemencarlpadz
atau

berori
hal

reebungslehGesetzg
elakukanmentasi pada

dalam

lJ ndongan... OP. Cit, hlm' 2'

t2

merahirkan hukum po sitir ifl:#' rl;:'",l,,Tli::ilf 
'I;iil":

perundang-undang*, ]:::^1* pembuatan hukum, penyusunan' formulasi'

dimulai dari tahap perencanan 

n'oln'Ji-, n,nrru sosialiasasi 
produk hukum'

,#;;tT,.' J;-jli.,' 
j^' "; ",in 

gr,o ni,u, i r* 
ff;lf H:"J:l

*".i***. p"'h*iln'::i,::jl}Ililifl I"",i"; pada pengertian

pengertian demikian -t *-il;;;; 
r"rur* run* ooakhiran 'asi" menunjuk

Yang diberikan oleh Binawan

pada suatu proses' untuk menghasilkan hukum (UU)'

b. Rung Lingkup Teori Perundang-Undangan

Kajian perundan'-*T;;;;inc m"ronutl 
lujian 

vang amat luas'

sebagaimana dikatakan J;:;;; "ui'' 
o"n*u keluasan itu menvangkut

perencanaan (rancangan)' p""'uuttu'*' pengesahan atau Penetapan 
dan akhirnye

pengundangan Peraturan ;;;;'-'*' 
rarrl inllenvebabkan Burkhadt

Krems mencoba *""'ntt;;; t''ii* p"tnou"-undangan ini dalam suatu ilmu

pengetahuan r"'noun'-unuln'*i f*""*i'**'::::,"*n| 
Sejalan dengan

Sotly Lubis, dia menegaskan Ulfrwa ilmu ini mempunyai sifat interdisipliner yang

berhubungan a"ngon irrno i*j"iun ifrnu-if*u lain yaitu 
l::n'O**- 

dengan ilmu

politik dan juga s*''"*t 
';;t;u'u 

gu'i' u"'u' aupat di bagi menjadi dua bagian



Dari pengertian itu, Burkhardt Krems kemudian membagi lagi ilmu

perundang-undan gan (GesetzgebungslehrQ tersebut kedalam tiga bagian yaitu :35

l) Proses perundang-undan gan (Geselzgebungsverfahren) ' hat ini menyangkut

cara-cara dan tahapan pembentukan pert

2) M;t.d" Perundang-undan gan (G al Ini berhubungan
-' 

i"n'g* ,nooaologldari perumusa yang hidup menjadi

3)
suatu norma hukum Positif;
Tei<nik Perundang-undangan

dengan teknik teknik-teknik
penulisannYa.

(Gesetzsebun1technik), hal ini berhubungan

p.nyrru"nun siatu undang-undang dan teknik

Kalau Gesetzgebungslehre berhubungan hal-hal yang sifatnya normatif,

maka berbeda halnya dengan Gesetzgebungstheorie yang memang berorientasi

pada mencari kejelasan serta kejemihan makna atau pengertian-pengertian' dan

bersifat kognitif maka disinilah diperlukan adanya pemahaman bahwa

pembentukan hukum juga haruslah memperhatikan keselarasan' singkonisasi dan

.iuga logika hukum baik secara vertical maupun horizontal' Hal ini dilakukan agar

suatu prodak hukum selaras (harmoni) dengan nilai-nilai luhur yang hidup pada

masyarakat atau singkatnya suatu prodak huku'n sesuai dengan landasan

fi losofi s3', sosiologis3s' ekonomis, dan juga yuridisle'

Pemikiran harmonisasi bermula dari Rudolf Stamler yang mengemukakan

bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup "harmonisasi"

* Maria Frrida lndralis,llmu Perundang-undangan I ' 
Knisius' Yogyakatu' 2007' hlm.
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anura maksud' turun don k:;nT:::,:"1';,':..'* jj;"j}:i#ffi"I
keoentingan ma arakat "'.1.,.r;;;;rud, trrjuan dan ke'an 

HukumNasional
aoabita terdapat keselarasan 

:;;;, t"t" Badan 
pem-binanarmonisasi 

hukum
r.,"merinuh) denBan msyar.*."."r0"n0"" **:i]: 

pengharmonisasiani"*.nui"n ,** u:,1 
ntuk menuju proses

r;;;;;t kegiatan .ttf",*ounr"n) hukrrm tertulis vang mengacu pada

(oenYel arasan/kesesuaian'/kes

ffi;;;;'"t"s' sosiorosis' ekonomis dan vuri is'

Pengharmonisan 
hukum ini agar berjalan baik perlulah kiranya disesuikan

d"ngun,ogiku hukum yans,:Itrk.:I:**;ffi:T:", # ffil:
di atas dan di bawahnya (verttrat; "*"".-; :;";" nroses penyelarasan peraturan

(horizontal) Pengertiani secara horizontal adalah proses 1

o".no*r*"0u"* *';;l;" T:]}" 
*T.,;"'',:;:::ffi;

MisalnYa Perda diha

diharmonisasikan dengan undang-undang'

Sedangkan'"nO 0"""-u*onisan 
peraturan perundang-undangan 

secara

vertikal adalah pengharm;;;'"';t"- hukum dengan hukum-hukum'ii"11:

diatasnya ataupu" ai U"*"t'"Vt' Dalam hal ini' kite telah mengenal bebempa teort'

diantaranya adalah teori naof f fu"'tt' Hqn kelsen' dan juga teori Hans Nawiasky'

Adolf Merkl rntnr"*u*rr bahwa suatu norma hukum itu telah mempunyai dria

waiah (das Doppolte rechtsa'|nlitz)' Menurutnya' suatu norma hukum itu ke atas ia

bersumber dan berdasar pada nonna yang diatasnya' tetapi kebawah ia juga

menjadi daw aun rn"n;uOi sumber bagi norma hukum dibawahny4 sehingga

suatu norma hukum itu bergantung kepada norma hukum yang berada di atasnya'

Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus' norma-norma

hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pulaar'

Norma dasar yang dimaksudkan oleh Merkl tidak sama dengan

GrundnormyangdikembangkanolehKelsen.HansKelsenmenyatakanbahwa

norrna-noffna hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

{o httD://www.legalitas .orgl2 9:nodel2l6'

" rraii. irriou inar"ti S,1lmu Perundang'undan*an"oP'Cit' hlm' 4l '
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hierarki tata susunan, dan suatu norma yang lebih rendah berlakq bersumber, dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,
bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian dan
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan

bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasa r (grundnorm)a2.

Letak perbedaannya kedua teori tersebut adalatr, kalau norma dasar yang

dimaksud Merkl sebagai tempat bergantungnya norrna-norma di bawahnya itu
adalah kerangka berpikir untuk teori jenjang norma hukum, ia memang dapat

diubah (seperti perubahan UUD sebagai norma hukum tertinggi). Sedangkan

Grundnorm Kelsen itu adalah sesuatu yang abstrak, diasumsikan, tidak tertulis,

dan berlaku universal. Ia menjadi landasan segala sumber hukum dalam arti

forma[ dan ia metajuristic sifatnyaa].

Kemudian teori Hans Kelsen di atas dikembangkan oleh Hans Nawiasky,

salah seorang murid Hans Kelsen. Dalam teorinya itu disebut die lehre vom dem

Stu/enauJbau der Rechtsordnung atau StufenauJbau der Rechtsordnungaa .

Menurut Hans Nawiasky suatu norma hukum dari negara manapun selalu

berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang di bawah berlaku,

bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi

berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada

suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Selain itu, Hans Nawiasky

juga berpendapat, bahwa selain norma itu berlapislapis dan berjenjang-jenjang,

norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Hans Nawiasky

mengelompokkan norma-norna hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 (empat)

kelompok besar yang terdiri dari:

Kelompok I : Staatsfundamentalnorm

Kelompok II 2 Staatsrundgesetz

Kelompok III : Formell Gesetz

Kelompok lV : Verordnung & Autonome Satzun
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'2 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hutum, Cct. Ke-3, Nusame'dia, Bandung 2010' hlm'

94-95. t' I Gde Pantl" Astawa dan Suprin Na'a' Dinamika Hukam Dan llmu Perundangan'

undongon Di Indorcrra, Cet. Ke-I, P.T. Alumni, Bandung,2008' hlm.37'
u lbid,...3E.





' :::::ff:ffi :::I*--- teori Perundang'u:':::I:',l1ffi'

.u,;;;;;*.to"tj.:'I: j:Tl*'Y:,:;:;;-issenschan,var$
our.nu uou yang disampaikan 

l*t*a^i'2,r"*rrbungslehre 
yang kcmudian

mencakup Gesengebungs.theor;;;tr" 
bagian yaitu 

ugesetzgebungsverfahren'

Gesetzgebungslehre 
dibag\ke daram'l.:-.-:::;",;. 

semua sudah monjelaskan

f,)i,**,*"hode, 
dan ':':{::::':.L; -lrl- "an 

kita bicarakan
-u"gui.unu 

suatu undang-unda -. 
- .,--. relah disampaikan. Penulis tidaklah

ini s.ukun hanvalah ^**t1::i::#,"r"oi ,* Namun tetaP saja hal ini

menafikan jika kemudian 
f, il;;; tt berperan untuk memperjelas kajian

harus disampaikan, menginoat scta"r"o" 
,"irr..*, Hal ini juga penting untuk

vang betum dibahas pada -"il^;;;.rsoaran 
yang akan di kaji.

mengantarkan penelitian 
-#;;;;n sebagai bentuk atau wujud' bisa juga

.,*J":;;1t;":;-T'J dan vertikar dan basian burni dan jusa

mempunvai arti susunan;;;;;-atom-atom 
di 

^dalam 

molekul' Dalam

cambridge'la'n""a L"o'n))i'"i"n't"' Kata Configuration diartikan sebagai

the particurar orrorrr*"n"o) o)r,** o1 o group of rerated things dan iuga the

way in which atl the equipment thdt makes up (t cott'putet systefi is set to oPerale'

or when you adiusl (malre small changes to) a co Puler system in a po'tic-ular

way.

Sedangkan untuk kata

kata-kata Friedrich Schiller "

leben gewonnen sein :

politika5 sebagaiman dikutip oleh Ignas Kleden' dari

,* r"rr, ihr nich dos leben ein' nie wird euch das

n,Uuo ,-, dipertarutrkan' tak akan pemah
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'dlgnas Klede& Sulan S),ohrir :Bos Politik dan Jiwa Klasil<. Orasi Mengenai Sutan

Syahrir, 8 April 2006, TIM, Jakarts.' t' iulcott Patxns, The System and The Evoluliol o! Action Theory, Newyork Thc-Free

Press dalam Bcmard L. Tanya, iolitil Hukun:Agenda Kepntingan Bersamo' Centa Publhhing,

Yogyakarta, 201l, hlm. l.-- oB 
Sedangkan Miriam Budiarjo, Dos qr-Dasar llnu Polilik, PT. Crarnedia Pustsk8 Utatn4

Jakarta, 2004, hlm.8.
t'Moh M"hfud, Polir ik Hukum di lndonesr4 LP3ES' Jakart4 1998, hlm' 24'

!7

dimenangkanla6, saya kira oukup mewakili apa cakupan arti kata politik itu.

artinya kata-kata ini mengarah kepada pengertian politik sebagai sarana untuk

mencapai tujuan, namun tujuan ini menurrlt Talcott Parson adalah tujuan sistem

(orientasi ktpentingan umum) dan cara untuk mencapainya adalah tunduk pada

rasionalitas nilaiaT. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Miriam Budiardjo

bahwa kata politik itu mengandung makna bermacam-macam kegiatan dalam

suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari

sistem itu dan melaksanakan tujuantujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai

apakah yang menjadi tujaun dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara

beberapa altematif dan pen)'ususnan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah

dipilih itua8. Di sini mengandung arti, politik selain dianggap sebagai proses

namun politik juga mengandung nilai yang ingin dicapai dari proses politik

tersebut. Nilai-nilai inilah yang akan menentukan produk hukum apa saja yang

akan dibentuk. Di Indonesia nilai tersebut dapat dilihat pada Pancasila dan

pembukaan UUD 1945.

Dari keterangan tersebut di atas, jika kata konfigurasi ini digabungkan

menjadi satu frase dengan kata politik menjadi konfigurasi politik maka bisa

ditarik suatu pengertian bahwa konfigurasi politik adalah sebagai suatu tatanan

politik yang digunakan untuk menciptakan atau membuat kebijakan yang benar'

Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Moh. Mahfird, bahwa konfiguasi politik

mertpakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus

pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang

kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum

di dalam pembukaan UUD 19451e. Berdasarkan pengertian itu dapat diambil

pengertian bahwa konfigurasi politik sebenamya berpijak dari asusmsi bahwa

terjadinya pengertian politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan



produk politik. Determinasi politk atas hukum ini diamaknai sebagai determinasi

suatu tatanan politik atas hukum Namun determinasi politik ini agar berjlan

dengan ideal harus diimbangi pula dengan tujuan-tujuan dari pada politik itu

sendiri. Mengingat tatanan politik tersebut akan menentukan isi dan tatanan dari

hukum.

Menyangkut determinasi politik atas hukum ini digambarkan bagan

tentang bagaimana posisi potitik atas hukum :

to Sri Socmantri Martosuwigno' Pernbangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif

Kebijaksanaan, Makalah Seminu lde;titas Hukum Nasional, Di FH Ull, Yogyakata' 19-21

Oktober 1987, dalam Moh Mahfud, Polilrt Huht n di I ndone s ia . l b i d, Hkn' 9'

'' P"d.o Wahyono, Indonesi Nega,a Berdasatkan otos Hubun,Ghalia Indonesi4

Jakart4 1986, dalam Muhommad Aziz,...Op Cir' hlm. 17.

o
a1'l

a
5z
z
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Berkaitan dengan itu, Sri Soemantri pemah mengkonstatasi hubungan

antara politik dengan hukum di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api

yang keluar dari relnya, jika hukum diibaratkan rel dan politik diibarakatkan

lokorirotif maka sering terlihat lokomotif itu sering keluar dari rel yang seharusnya

dilalu i50.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar

yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuksl' Teuku

Muhammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pemyataan



kehcndak penguasa Negara metalui hukum YanE berlaku di wilayahnya dari

mengenai arah pekembangaY"#jr':,1"ilJ"derinisikan Potitik Hukum sebasal

Sedangkan satjiPto Raharoj" 
. i*,;,- 

',ntuk 
mencapai tujuan sosial

aktifihs memilih dan cara yang hendak dipakai untuk 
'men

dengan hukum *"n"nt' 
"nlu**"'**; 

meliputi iawaban atas beberapa

pertanYaan mendasar' Yaitu:

a. Tujun apa yang hendak dicapai melalui sistem'-* 
iol'

b. cara-cara apa dan yang ;; ;;;, dirasa paling baik untuk dipakai dalam

" ffi::T'J'#t::':H"' cara bagaimana hukum itu perru diubah

d. Dapatkah suatu pola 
'*' 

'*"Ot 
O"n mapan ailmustan untk membantu

dalam memutusk- o'u Oirn 
'nun 

tujuan serta untuk mencapai tujuan tesebut

dengan baik'

Kembali keawal' karena Pada k

bahwa politik determinan atas hukum m

dan hukum sebagai dependent variab

variable olehMahfud dibedakan atas politik yang demokratis dan politik otoriter'

Sedangkan hukum sebagai dependenr variable dibedakan atas hukum yang

responsive dan hukum yang ortodoks'55'

31.
to lbid,hlm.'l .
t' rr,tot .'r.a"t rua, p, itik Hukun, "' op' cit' hl$ '1'
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Bagan di atas sebenarnya menunjukkan bahwa cara pembuatan hukum

dapat dikaji dari berbagai macam perspektif. Perspektif konfigurasi politik

demokasimenghasilkanprodakhukumresponsive,sedangkankonfigurasipolitik

otoritarian menghasilkan prodak hukum ortodok' Untuk itu maka selanjutnya akan

dijelaskan tentang indikator-indikator kedua konfigurasi politik tersebut dengan

produk hukum yang didapatkanya. Meskipun hal ini kurang relevan dengan

penelitian ini namun hal ini tetap akan kami berikan supaya timbul kejelasan akan

model konfigurasi Yang ada.

Menurut Henry B. Mayo, sistem politik demokatis ""' rs one in which

public polilicies are made on majority basis, ba:y represenlatives subiecl to

effective popular control ot periodic elections which are conducled on the

principle of political equality and under conditiotrs of political freedom"s6 ' Dari

pendapat ini dapat dimengerti bahwa sistem politik demokratis adalah suatu

bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan atau kebijakan

publik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakit-wakilnya yang dipilih

oleh mereka melalui suatu pemilihan yang bebas'

Sementara itu, Moh' Mahfud MD mengartikan bahwa yang dimaksud

konfigurasi politik demokatis adalah susunan sistem politik (konstelasi kekuatan-

kekuatan politik) yang membuka peluang bagi potensi rakyat secara makimal

untuk berpartisipasi dalam menentukan keb'rjakan umum' Partisipasi ini

ditentukan stas dasar mayoritas wakit-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan

$ Henry B. Mayo, An Introduclion lo Democralic Theory, Oxfotd Univcrsity Press' New

York, 1960, hlrn. 70, seLagaimana dikutip olch Moh. Mahfud MD, Demobosi dan Konstitusi di

I ndone s ia. Libeny, Yogyakarta, 1993, hlm. 19.
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berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam

suasana terjadinya kebebasan politik5T'

Dalam konfigurasi politik yang demokatis' pemerintah' lembaga

perwakitan rakyat dan 
'*"t 

o"into merupakan lembaga yang harus

melaksanakan kehendak-kehendak 
masy

kebijakan secara demokatis dan bekerja

melaksanakan fungsinya dengan bebas

Eko menYatakan bahwa demokrasi ad

harus dibuat accountable*0"0"-'*'"t*n 
O* n'::^::a mekanisme untuk

menjadikannya responsif ton"O" keinginan' preferensi' dan kepentingan

rakyat5e.

Dengan demikian dari keterangan-keterangan 
diatas' konfigurasi politik

yang terjalin dengan demokrasi (konfigurasi 
suatu

susunan atau konstelasi kekuatan politik 
J:,

masyarakatnya dan adanya mekanisme yang

responsif terhadap keinginan-keinginan' kebutuhan-kebutuhan' 
dan kepentingan

warga masyarakatnya Jadi' inai-tuto' konfigurasi politik demokatis adalah

pertuma adanya parpol dan parlemen yang kaut' menentukan haluan atau

kebijakan Negara, kedwlembaga eksekutif yang netral' dN ketiga pers bebas'

tanpa sensor dan Pembredelan@'

Sedangkanuntukkonfigurasipolitikotoriter,yangolehMahfudkataini

disamakan dengan kata totalitarianism' menurut Carter dan Herz' ditandai oleh

adanya dorongan negara untuk memaksakan persatuan' usaha menghapus oposisi

terbuka dengan pimpinan yang memsa dirinya paling tahu mengenai cara-caft!

menjalankan kebijakan pemerintah' dan pemimpin tersebut menjalalrkan kekuasan

melalui suatu elite yang kekal' Dibalik tindakan-tindakan Pemerintah seperti itu

5' Moh. Mahfu4 Po itik Huhtn' " oP cit' hkn'24'

" Moh' Mahfud IrD'"' L*'c,t'rlniaoioni 
Rimba Denokrasi, dalam Suyatno, Menjerojah

Je Sutoro Eko, Pengantar i
o"roa*i.";;i gook Pres-s, Yogyataria" 2-oo4' hlm' xxvU'
"- '- -. 7 Morr. tutah fud, Poitik Hukum" ' op Cit'hlm'7'
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terletak suatu ideologi atau doktrin yang membenarkan konsentrasi, mencakup

pembatasan kekuasaan, atas kekuasaan individu dan kelompok, sebagai alat yang

dipergunakan untuk mencapai tujuan terakhir yang pasti atau tujuan tertentu yang

menurut mereka sudah ditakdirkan oleh sejarah6l. Menurut Dahrendorf ciri lain

totaliterism tumpang tindihnya pola-pola dan struktur sosial yang monisme.

Monisme jenis ini menyakini bahwa pertentangan harus dilenyapkan. Suatq

masyarakat yang homogen dan seragam adalah keadaan dari kejadian-kejadian

yang sangat dinginkan. Ide semacam ini berbahaya karena mengandung premis-

premis sosiolagis yang keliru62. Mahfud sendiri memberikan indikator untuk

konfigurasi politik otoriter adalah suatu sistem politik yang diantaranya dicirikan

pertama parpol dan parlemen lemah, di bawah kenadi eksekutit ledua lembaga

eksekutif intervensionis, ketiga pers terpasung, diancam sensor dan

pembredelan63.

F. Metode Peneiritian

Metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

l. Fokus Penelitian

Fokus yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah konfigurasi

politik masuknya Ketetapan MPR Republik Indonesia dalam hirarki

peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 201 l.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam kajian yang akan diteliti ini berupa Bahan Hukum

yang relevan dengan permasalahan yang dibalas. Antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Beberapa bahan hukum primer yang dijadikan ruj ukan di dalam

melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

6l Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, Demokrasi don Totalirorianism: Dua Uiug
dalon Perspektif Potitik, dalallrt Miriam Budiarjo, Masoloh Kerregaraaz, PT Gramedia, Jaksrta,

hlm.88.
62 Ralf Dahrendorf, Kon/i* dan Konfiik dalan Masyarakal lnduslri, Raiawali, lnkarta

dalam Moh. Mahfud, Poirik Huhrn,... Op. Cit, hlm.24.
5t lbid,hlm.7
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l) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahah,

bahkan jika pertu Konstinrsi NS, dan UUDS 1950 juga ak4

dipergunakan

2) Ketetapan MPR

3) Undang-Undang No 12 tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

4) Undang-Undang No 27 tahun 2009 tentang MPR. DPR, dan DPD

5) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kaj ian

penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder.

Pada penelitian ini, Penulis akan rnengambil bahan yang tidak

mempunyai kekuatan mengikat secara luridis, seperti naskah akademik,

risalah sidang, literahr, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier, beruPa:

I ) Kamus Hukum

2) Kamus Bahasa lnggris (dan tennasuk bahasa asing lainnya)

3) Berita, Majalah, Tabloid, dan Surat Kabar, termasuk bahan-

bahair atau artikel-artikel terkait yang berasal dari Intemet

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji karangan-

karangan ilmiah hasil penelitian hukum terdahulu, dan literatur yang

berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil

kesimpulannYa

b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen

resmi institusional berupa naskah akademik dan risalah sidang dan

lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan

diambil kesimPulannYa.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam

memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau Yuridis

normatif. Kemudian jika dianggap perlu digunakan pendekatan lain sebagai

penunjang dari pendekatan yuridis tersebu! misalnya pendekatan konseptual'

a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada

norrna-ncnna hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. Metode penelitian ini dikenal juga sebagai penelitian

doktrinal (doctrinal research) yang menganalisis baik hukum sebagai

law as it is wrilten in the books, maupun hukum sebagai lav' as it is

decided by the judge through iudicial Process'43 Penelitian hukum

normatif merujuk baik pada hukum positif di dalam peraturan

perundang-undangan nasional dan negara lain Di samping itu'

penelitian hukum normatif juga merujuk pada putusan hakim in

concreto atau jutige made law6a ' Peter Mahmud Marzuki menyebutnya

dengan istilah pendekatan undang-undang (statute approach) yang

dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan fokus penelitian untuk mencari tahu ratio legis

dan ontologisnya sebuah undang-undang65'

b. Pendekatan konseptual filosofis adalah penddkatan yang beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yahg

berhubungan dengan fokus penelitian66'

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Data yangterkumpul dari hasil penelitian ini dianalisis secara deskiptif-

kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut

digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat

yang diambil maknanya sebagai pemyatan atau kesimpulan6T' Kesimpulan

q 
Hendra Tanu Atm ad14 Hok Cipta MutikAtau Lqgu' Program Pascasarjana' Fakultas

Hukum Univcsitas Indonesia, Jakarla,2003' hlm 32""*"' ;i;;;;;"rt*ra u"rzrr.i' i'n"iiiio' Huktm' Cet' Ke- l' Kencana' Jakarre 2005' hlm'

93.
6lbid.,hlm.95.
t'noii ganitijio soemltto' Metodologi Penelitian Hukun dan Juri Metri' Ghalia

lndonesia. Jakarta, 1998, hlm. E2'9E.
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G. Kerangka Penelitian

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I adaiah bab pendahuluan

yangberisilatarbelakangyangmenjelaskanfaktadanperistiwasertaalasan

penulis tentang perlunya melakukan studi melalui penelitian ini, yang fokus

permasalahannya dirumuskan datam Subbab perumuszrn masalah serta tujuan

diadakan penelitian . Dalam Bab I juga dikonstruksikan secara singkat tentang

tinjauan pustaka yang berangkat dari penjelajahan berbagai teori sebagai pedoman

dalam menjelajahi, memahami, dan membahas seluruh tema studi' Masih dalam

Bab I, dipaparkan langkahJangkah penelitian, hingga metode analisisnya' yang

kesemuanya terangkum dalam Subbab metode penelitian'

Tinjauan pustaka/kajian teoretik sebagai landasan untuk membahas fokus

permasalahandiuraikandalamBabll.DalamBabllinidiuraikantinjauanumum

tentang teori pcmbentukan hukum. Bab ini terbagai dalam beberapa subbab yang

di dalamnya diuraikan tentang norma hukum, pembentukan hukum (leglslasi)'

Harmonisasi hukum dan juga hubungan. Selain itu hal yang ditekankan adalah

pembahasan konfigurasi politik dimulai dengan mengkaji seputar sejarah teori

konfigurasi itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konsep dan

teori konfigurasi politit<, varian-varian konfigurasi politik dengan konsekwensi

hukumnya.

Bab III merupakan hasil penelitian sebagai upayanya untuk menjawab

permasalahan penelitian, yakni tentang konfigurasi politik yang terjadi di DPR

sehingga menyebabkan masuknya kembali TAP MPR pada hierarki peraturan

perundang-undangan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 20ll tent4ng

pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian juga menguraikan

pembahasan yang lebih bersifat akademik-spekulatif, yakni dalam upayanya untuk

6' S"ifuddin Azlwat Merode Penelilian, cet Ke-2' Pustaka Pelajar' Yogyakarta' 1999'

hlm. 6
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yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat

dikembatikan langsung pada data yang diperoleh68.



menjawab apakah sesui jika ketetapan MPR di masukkan dalam hierarki peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945

Bab IV adalah bab penutup yang berisi simpulan' rekomendasi' Simpulart

adalah jawaban singkat dari permasalahan penelitian' Sedangkan rekomendasi

adalah usulan untuk langkah kelanjutan yang harus dilakukan guna terus

menghasilkan kajian akademik yang lebih baik'
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BAB tr

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN

PERATTJRAN PERTNDANG.I'NDANGAN

A. Politik Hukum

Bernard L. Tanl'a menegaskan bahwa politik hukum lebih mirip sebagai

suatu etika, yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan

oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya

haruslah dapat dites dengan kriteria moral6e. Tcpatnya mungkin politik hukum

lebih bisa dianggap sebagai seni untuk membuat hukum (lfte ort of making law)

yang berangkat d ari dunia sollen menuju kedalam dalam dunia sein Sollen karcna

lpa yang diinginkan poltitik hukum tidaklah terikat pada yang ada, dia bersifat

seharusnya (oughr rc). Bersifat Jein karena hal yang bersifat oughl to tadi sebisa

mungkin harus terfahami di datam kehidupan yang nyata' Sebagaimana sudah

dikatakan bahwa hukum adalah untuk manusia.

Pemahaman seperti mirip dengan apa yang telah dikatakan oleh Padmo

Wahjono bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah,

bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk?o. Pengertian ini kemudian

diperjelas bahwa menurutnya politik hukum adalah kebijakan penyelenggara

negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di

dalamnya mencakup pebentukan, penerapan, dan penegakan hukumTl' Pengertian

tersebutjuga didukung oleh Bemard L. Tanya yang menyatakan bahwa titik toldk

politik hukum adalah visi hukum, berdasarkan visi atau mimpi itulah, kita format

bentuk dan isi hukum yang dianggap capable unitk mewuj udkan visi tersebutT2'

6"Bemard L. Tany4 Potirik Huhtn Agenda Kepentingan Bersama' Genta Publishing'

Yogyakart4 hlm. z- 3.- --'- tip"aro wahjono, Indonesi Negaro Berdosarkon qlas Hu'tzz, Chalia Indonesia' Jakarta'

1986, hlm. l.
TrPadmo Wahjono, Menyclisisk Proscs Terbentuknya Peraturan Perundang'Undangan'

dalam Moh. Mahfud Mb, M€n 6 oigun Politik Huhun, Menetaklaa Konstitusi " ' Ibi4 hlm' 13'
T2Bemard L. TanYa, AP. Cit., hlm. 5.
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Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Padmo Wahjono,

Satjipto Raharjc mendefinisikan Politik Hukum sebagai aktivitas memilih dan

cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu

yang cakupanya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

a. Tujun apa yang hendak dicapai melalui system yang ada;

b. Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam

mencapai tujuan tersebut;

c. Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; dan

d. Dapatkah suatu pola yang berlaku dan mapan dirumuskan untuk membantu

dalam memutuskin pola pemilihan tujuan serta untuk mencapai tuj uan tesebut

dengan baik73.

Sementara menurut mantan Kepala BPHN, Sunaryati Hartono, di dalam

bukunya, Potirik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, meskipun tidak

secara eksplisit merumuskan arti politik hukum. Namun, substansi pengertian

darinya bisa ditangkap ketika dia menyebut hukum sebagai alat dan bahwa secara

praktis politik hukum merupakan alat utau sarana dan langkah yang dapat

digunakan oleh pemerintah untuk mencuptakan sistem hukum nasional untuk

mencapai cita-cita bangsa dan tujuan n"gar{o .

Hakim Garuda Nusantara mendefiniskan politik hukum sebagai legal

policy.atiu kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara

nasional oleh suatu pemerinatah negara tertentu yang meliputi: l) pelaksanaan

secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang

berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum

baru; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan p4ra

" Sadlipto Raharjo, /Izu Hukun, Bandung, Citra Adtya Bhakti' l99l coba bandingkan

dengan Abdui 
'Hakim 

G Nusantara, Polilik Huiun Nosional, Makalah pada Karya, Latihan

A;niuun tlrtr. (Kalabahu), YLBHI & LBH Surabaya, sePtcmber 1985, dalam Imam 
^SYaukani

dan A. Ahsin Thohari, Dosar-Dosar Politik Hukun' Raja Grafindo Persada" Jakan4 2006' hlm'

30-31.
74 Moh. Mahfud MD, Menbongun Politik Hukun, Menegakkan Konstitusi "' Ibid hlm'

15.
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anggotanya; 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite

pengambitan kebijakan.T5

Sementara Moh. Mahfud MD menyatakan dari sudut lain bahwa politk

hukum merupakan kistalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling

bersaing dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang Politik tertentu

dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentuT6. Delinisi ini diperjelas dalam

bukunya"MembangunPotitikHukumMenegakkanKottstitusf'bahwapolitik

hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara

un(uk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa

dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya

menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara' Selain itu politik

hukum juga merupakan jawaban atas pertanvaan tentang mau diapakan hukum ihr

dalam perspektifformal kenegaraan guna mencapai tuj uan negaraTT'

B. Pcmbentukan Peraturan Peruhdang-undangan

Pembentukan hukum bisa mengandung arti sebagai suatu tindakan atau

perbuatan yang sifatnya terus menerus guna menghasilkan suatu hukum dan

tindakan tersebut di dasarkan pada sebuah sistem atau c.ara-caru yang teratur guna

menghasilkan suatu produk hukum yang dapat dievaluasi' Di dalam ilmu hukum

kajian. proses pembentukan hukum yang sePerti itu menjadi bagian dari ilmu

pengetahuan perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft)' dan terdapat

pada sub proses pembentukan hukum (Gesetzgebungsvert'ahren)' Di siri

" Coba bandingkan pandangan Int dengan pendaPat Bemard L. TaulYa dalaro:. Politik

Hukum :Agerlda Kepentingdn Bersama,' Yang menolak secara tegas penyamaan politk hukutn

dengan legal policY. Mcnuruhya legal PolicY conlenYa lebih memihak kepada kepentingan'

kepentinagn paroc hiql Pihak atau golongan tertentu , sementara pol itik hukum lebih dari ilu. Dia

berbicara pcrsoalan PcncaPaian tujuan bersam4 Bemard L. Tanya, Politik Hukun :lgenda

Ke De nli npan Bersana,.., I bid, hlm. 6.**-"ff;;;;i't"p"J 
ilr Ji"i,i oleh Moh' Mahfud MD berakar pada definisi politik hukum

sia, Rajawali Press, Jakarta, 201 l, hlm' l '
Hukun, Menegak'kan Konslilusi , Loc'il
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dinyatakan bahwa yang namanya proses perundang-undangan membahas dan

menganalisis Proses atau mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan

hingga pengawasan dan pengujiannyaTE. Pengertian ini sejalan dengan pengeftian

proses pembentukan hukum yang ditawarkan penulis diatas' hanya saJa

perbedaanya penulis merinci secara detail tentang cakupan makna yang terlet{k

pada kata proses.

Terkait dengan definisi proses pembentukan hukum sebagai tindakan'

Satjipto Rahar jo menyatakan bahwa serangkaian tindakan di dalam pembentukan

hukum ini paling tidak intinya terdiri atas dua golongan besar ' yaitu tahap

sosiologis (sosio-poliris) dan tahap yuridis' Dalam tahap sosiologis berlangsung

proses-proses untuk mematangkan suatu masalah yang selanjutnya akan dibawa

ke dalam agenda yuridis. Dalam tahap sosio-Pol is, gagasan awal bahwa suatu hal

perlu diatur dalam hukum diotah oleh masyarakat sendiri' dibicarakan' dikriti(

dipertahankan, melatui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan

kekuatan dalam masyarakat. Pada tahap ini suatu gagasan mengalami ujian,

apakah ia akan bisa dilanjuLkan sebagai agenda publik yang akan diformat secara

hukum ataukah berhenti di tengahjalanTe'

Pantja Astawa dan Suprin Na'a menjelasklan lebih lanjut bahwa yang

dinamakan proses pembentukan hukum sebenamya adalah berupa aspek-aspek

prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan8o' Aspek-aspek

prosedural tersebut menurut Bangir Manan diidentifikasikan seperti hal-hal izin

prakarsa (apabila diperlukan), pembentukan panitia antar departemen' dan lain

sebaginya. Seiangkan penulisan rancangan adalah menerjemahkan gagasan'

naskah akademik, atau bahan-bahan lain ke dalam bahasa atau struktur yang

normative. Bahasa normatif artinya bahasa yang mencerminkan asas-asas hukum

tertentu, pola tingkah laku tertentu (kewajiban, Iarangan' hak dan sebaginya)'

Bahasa normative ini selalu tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang

" I Gde Pantla Astawa dan Suprin Na'ao Diamika Hukun dan llnu Perundang-

E,

Oo.Cit. hal. 135.

i'Na'a, Oinamita Hukum dan Ilmu Perundang'Undangan

12,101.
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baku, juga harus tunduk pada bahasa hukum.sedangkan struktur artinya mengikuti

teknik penulisan Peraturan perundang-undanganseperti pertimbangan, dasar

hukum, pembagian bab dan seterusnyaEl.

Berbeda dengan pengertian itu deri segi partisipasi publik Saifuddin

mengatakan bahwa yang namanya Proses pembentukan undang-undang adalah

mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara

transparan sehingga masyarakat clapat berpartisipasi memberikan masukan-

masukans2. Pengertian itu diperjelas dengan mengatakan bahwa di dalam

partisipasi masyarakat itu terdapat transformasi visi, misi, dan nilai yang

diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam

suatu bentuk aturan hukum. Artinya Pembentuk undang-undang sejak awal proses

perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu

memenuhi berbagai kebutuhan. Pertama mampu dilaksanakan' kzdua dapat

ditegakkan, ketiga sesuai dengan prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan

hak-hak sasaran yang diatur, dan keempat mampu menyerap aspirasi

masyarakat8s.

Pembentuk-an hukum (/egrsiati on ptocess) seperti telah dirinci oleh Ann

Seidman sebenarnya di dalam proses legislasi harus memperhatikan 6 (enam) hal

yaitu: (l) asal-usul rancangan undang-undang (a bill's origins)' (2) konsep (tle

concept pdper), (3) penentuan prioitas Qtrioritise), (4) penyusunan rancangan

undang-undang (drafting the bitt), (5) penelitian (-research)' dan (6) siapa yang

mempunyai akses ? (wfro has acces and supplies input into the drafiing

process)?la. Sementara Satjipto Rahardjo secara berbeda mengetengahkan bahwa

sr Bagir Manan, Dasar-Dasar perundzng-lJndangan Indonesia' I[d'HiU' Co' Jakarta

1992, hlm. 19."--'--.i; - -saifuddin, 
Proses Pembenlukan Undang-Undang: . !1u!i Tentang Portisipo:!

Masyarokat Dalam Proses Pe ng-lliang' Jumal Hukum' Edisi Khusus' Ull

Press, Yogyakarta. 16 oktober 2"---' 'H'i"rrilr 
Volume 9, ':,'::;

studi

Nalin Abeyserkcve. Op. Cit'hal'2G 30'
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proses pembentukan hukum (legistation) sebenarnya terdiri dari tiga tahapan'

yaitu:

Tahap inisiasi : muncul gagasan dalam masyarakat

Tahap sosio-politis : pematangan dan penajaman gagasan

Tahap y,:ridis : pen,'usunan bahan ke dalam rumusan hukum dan

kemudian diundangkans5'

Menegaikan apa yang diuraikan Rahardjo tersebut' Chambliss dan

Seidman menyatakar bahwa pada masyarakat dengan model konflik seperti

sekarang ini, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam

pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut:

l. Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan' di mana

' ;;;;;;;itun r"ni"tu di tangan lapisan vang berkuasa; dan

Dalam legislasi yang di dalamnya terdapat p€rtentangan nilai sebagai -nilai

serta kepentingan-keientingan seperti itu' maka Schuyt menunjukkan ada dua

kemungkinan posisi hukum, yaitu sebagai berikut: (1) sebagai sarana untuk

mencairkan pe(entangan (conflicttoplossing)' dan (2) sebagai tindakan yang

memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut (conflibnersterking)' Uraian ini

menunjukkan bahwa pada masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-

nilai, maka pembentukan hukum selalu merupakan semacam endapan

pertentangan-pertentahgan yang ada dalam masyarakatsT'

Dari uraian tentang pengertian proses pembentukan hukum di atas' maka

jika dikerucutkan paling tidak di dalam proses pembentukan hukum akan

berbicara:

li nlm s3"s4' Lihat jusidalam

sa$ipto Ra o;il1;ioir*,"o,.rotit( 
!a7

H,tk m Dalq,n Proses Penbentukon Peraturqn limur' Sebuah Disertasi Pada

tj"ir*tit^ oip.""goro, Semarang' 200E' hlm' 153'
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l. Kerangka atau sistemnya yang harus dilalui' Di dalam ilmu hukum

pembilaraan kerangka atau sistem yang harus dilalui, di dalam ilmu hukurh

m"ng"."h pada suair ka.lian yang berhimpitan dengan sistem pemerintahan;

2. Proses politiknya. Berarti ini mengarah pada suatu kaj ian yang berhubungan

dengan po!ititk hukum;

3. ukum klususnya yang berhubungan dengan berbagai

n dibentuk. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan

n hukum, kajiar
hukum dengan 1

suatu prodak hukum sesuai dengan

vertikal) atau suatu Prodak hukum

yang ada disampingnya (secara horizontal); dan

4. Evaluasi hukum. Berarti disini kita akan mengulas persoalan menilasi suatu

prodak hukum bagaimana prosesnya dan siapa yang berwenang'
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BAB III
PEMBAHASAN

A. Konfigurasi Politik Hukum Masuknya TAP MPR Dalam Hierarki
Peraturan Perundang-undangan

1. Pembacaan Melalui Naskah Akademik dan Kunjungan Panitia
Khusus RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

Perjalanan hierarki peraturan perundang-undangan di lndonesia,

khususnya berkaitan dengan Ketetapan MPR telah melewati fase yang

cukup dinamis. Dari awalnya yang pemah masuk ke dalam hierarki

peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam TAP MPRS No.

XX 'fahun 1966 kemudian dirubah menjadi TAP MPR No. III Tahun

2000,88 kemudian'hilang' dari hierarki peraturan perundang-undnagan

pasca berlakunya Undang-undang Nomor l0 tahun 2004. Kini muncul

kembali melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Pasang surut

tersebut tentu bukan tanpa ada alasan, oleh karenanya menarik untuk

dicermati dari aspek politik hukum masuknya kembali TAP MPR dalam

h.ierarki peraturan perundang-undangan.

' Apabila mencermati risalah sidang atau rapat rancangan undnag-

undang tentang peraturan perundang-undan Ean yan1 dilakukan oleh DPR

tentang UU No. 12 tahun 2011, maka tidak akan banyak ditemukan

pembahasan yang secara khusus berkenaan dengan urgensi masuknya TAP

E8Dideportasinya TAP MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan disebabakan

karena adanya perubahan kewenangan MPR dalam perubahan UUD 1945. MPR yang awaln)€
diposisikan sebgaai lernbaga tinggi negara diubah menjadi lembaga yang sejajet yang
kekuasaannya secara langusng turun dari konstitusi, yait dengan Presiden, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemerikasaan Kcuangan, Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitirsi. Melalui pcrubahan itu pula, kcwenangan MPR banyak yang diamputasi,
sehingga kewenangan yang awalnya rutin mengeluarkan ketelapan-ketetEpan berangusr hilang.
Dnegan dmeikian beberapa menilai tidak mcnjadi penting TAP MPR masuk ke dalam hierarki
peraturan perundang-undangan. Atas pendapat in ibis sdilihat misalnya, Delfina C$man, Polilik
Hukum dan Modirtkasi Hukun dalon Penbentukan Peroluran Perundang-undangan, Jumal

Tambua, Vo;. X No. I Januari-April 201l, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, hlm.
71.
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" Naskah Akadenik Rancangan Undong-undang le lqng Pernbenlukan Peroluran

Pemndang-undangon, Badan Legislasi DPR RI, Jakafls,20l0, hlm. 38.
{Sel"in 

"lt" 
an di atas, bcrbagai kelemahan datam materi muatsn Undang-Undang

Nomor lO Tahun 2oO4 adalah muncul pula rsoatan harrnonisasi Undang-Undang Nomor l0
tahun 2oO4 tentang Pembentukan Peraturan Pcrundang'undangan setelah disahkannya UndanF'

Undang Nomor 2tTahun 2OO9 tentang MPR, DP& DPD, DPRD yang sub'stansinya mcmba\i/a

konsekuensi perubahan atau penyesuaian tcrhadap materi muatan Undang'Undang Nomor f0
Tahun 2004 ientang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip

perundang-undangan yailu lex posleriori derogate legi Priori, dimana prinsip ini mensyaratkan

tahwa undang-unda.rg yang baru mengenyamPingkan undang-undang yang lema yang artinya

bahwa Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 harus mcnyesuaikan dan menselaraskan materi

muatannya agar tidak iumpang tindih atau bertentangan dengan undang'undang lainnya Karena

MPR daiam hierarki. Bahkan hampir dipastikan semua fraksi menyepakati

TAP MPR dimasukan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan,

hal yang bisa ditemui dalam pembahasan tersebut hanyalah beberapa

perbedaan alasan berkenaan mengenai masuknya TAP MPR dalam

hierarki peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik (NA) Rancangan Undang-undang (RUU)

Pemebntukan Peraturan Perundang-undangan meneyebutkan, bahwa

semangat dibentuknya UU No. I I tahun 2012 dikarenakan Undang-

Undang Nomor l0 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan

perundang-undangan yang telah disahkan pada kenyataannya jauh dari

sempuma dan kiranya perlu dilakukan perbaikan sehingga nantinya

materi- muatan undang-undang tersebut dapat meminimalisir kekurangan-

kekurangan di berbagai pasal-pasalnya. Sehingga perlu pengkajian yang

mendalam agar ditemukan konsepsi yang lebih baik terkait dengan

pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.s9

Salah satu yang dinilai menjadi problem dalam UU No' l0 tahun

2004 adalah berkenaan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (l) UU No. l0 tahun 2004 berkenaan hierarkinya

telah membawa konsekuensi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penempatan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal

7 ayat (l) tersebut telah membawa perubahan yang sangat krusial ddn

sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam TAP MPR Nomor

III/MPR/2000.e0 Sehigga dengan demikian, dapat dibaca bahwa pentirlg
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Namun demikian, jika melihat arah pengaturan dan ruang lingkup

materi-muatan yang digagas oleh tim NA RUU justru menghilangkan

konsepsi awal untuk menyelaraskan hierakri peraturan perundang-

undangan dengan TAP MPR Nomor IIVMPR/2000. Karena dalam

kaitannya dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tim

NA RUU justru menetapkan hirarkinya sebagai berikut:er

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-undan glPeruturut Pemerintah Pengganti Undang-undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peiaturan Daerah Provinsi;
e. Pemerintah Daerah KabuPaten.

Konstruksi arahan tiin NA RUU tentu menjadi pertanyaan, apakah

betul ketentuan Pasal 7 ayat (l) UU No. l0 tahun 2004 menimbulkan

problem yang kemudian mengharuskan perubahan melelaui penyelerasan

hierarki dengan TAP MPR tersebut. Jika memang dernikian, mengapa

dalam arahan penetapan hierarki peraturan perundang-undangan TAP

MPR tidak dimunculkan sebagai nomenklatur yang wajib masuk daiam

hierarki. Terhadap hal ini, penulis tidak menemukan jawaban tertulis

dalam NA RUU tersebut. Oleh karenany4 asumsi bahwa ketentuan Pasal

7'ayat (l) yang kemudian menjadikan TAP MPR masuk dalam hierarki

peraturan p€rundang-undangan seolah bukan arahan secara akademik yang

telah dikaji melalui proses ilmiah berupa NA RUU tersebut.

Kemudian, apabila dikaji lebih detail TAP MPR pada hakikatnya

tidak dapat digolongkan ke dalam peraturan perundang-undangan karena

mengandung norma yang lebih tinggi' OIeh karenanya, penghapusatt

sumber hukum ketetapan MPR dari tata urutan peraturan perundang-

undangan menjadi tepat karena menurut Hamid S Attamimi, ketetapan

pada dasarnya politik hukum pembaharuan peratuan perundang'undangan kila diarahkan menuju

unifikasi hukum yang harmonis. /6id, hlm. 46.

"' tbid,hlm.65.
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e2 Pendapat ini disampaikan oleh Civitas Akademika Fakultas Hukum Univesitas

YAPIS, RUIJ Penbentukan Peruluran

perunda hlm.8-9.
benlukon P erdlurdn Perundang'

Ilndangan Ke Jawo Tirrrz, DPR Rl, Jakarta, 201

MPR tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan'

Setain itu Harun Alrasyid juga berPendapat TAP MPR tidak bisa dijadikan

peraturan perundang-undangan atau peraturan yang bersifat regelillS

(pengaturan). Sehingga dari penjelasan di atas Ketetapan MPR tidak tepat

dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.e2

Pendapat senada juga ditemukan ketika melakukan kunjungan ke

Jawa Timur. Adanya ketentuan Pasal 7 ayat (l) yang memasukan TAP

MPR dalam hierarki tidak tepat, karena dilihat secara teoritik akan

mengalami bentuan oleh karenanya hierarki yang diusulkan adalah

sebagai berikut:el

a. UUD Negara RI Tahun 1945;

b. Undang-Undang,/Peraturan Pemerintah

Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Daerah; dan

e. Peraturan Kepala Daerah

Pengganti Undang-

Secara umum dapat dikatakan masuknya TAP MPR ke dalam

hierarki peraturan perundang-undangan bukanlah langkah tepat' Selain

justru akan menimbulkan benturan-benturan teoritik Masuknya TAP MPR

dalam hierarki, juga dapat dikatakan bahwa Dewan Peru'akilan Rakyat

(DPR) kurang memperhatikan rumusan akademis yang telah tertuang di

dalam l'-IA dan masukan-masukan dari elemen mayarakat' Oleh karena itu'

masuknya TAP MPR sebagai salah satu jenis hierarki peraturan

perundang-undangan dalam UU No. 12 tdhun 20'l I merupakan bentrtk

ketidakkonsitenan DPR terhaCap NA dan masukan masyarakat tersebut'
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* selain itu, apabila menelisik lebih jauh substansi Undang Undang Nomor 12 Tahun

20t l, maka ada beberapa perubahan, antara

l0 Tahun 2004 dihapuskan dari hirarki per

2Oll dimunculkan kembali dan berada di

i"i",up"n MpR No. IIyMpR/2000. Di dalam Penjelasan Pasal 7 Ay.at (2) hurufb dijelaskan yang

dimaksud dengan 'KetetaPan Majelis Permusaywaratan Rakyat" adalah KetetaPan Majelis

Permusyawaratan Rakyat sementara dun r"t"upun Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih

2. Konfigurasi Politik Hukum TAP MPR: Pembacaan Melaiui

Risalah Sidang Pembahasan

Ilmu perundang-undangan adalah sah (valid) apabila dibuat oleh

lembaga atau otoritas yang berwenang memhentuknya dan berdasarkan

norrna yang lebih tinggi, sehingga berlaku norma yang lebih rendah

(inlerior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior),

karena perundang-undangan susunannya berjenjang-jenjang dan

berlapisJapis membentuk suatu hierarki. Konsepsi ini yang secara

singkat dapat dijadikan pola pemahaman terhadap teori berjenjang

yang dikemukakan Begawan hukum Hans Kelsen ataupun Hans

Nawiasky. Di Indonesia, hal ini telah diejawantahkan dalam berbagai

aturan, salah satunya adalah melalui UU No. l0 tahun 2004' Dalam

perjalanannya banyak yang menilai terdapat kekurangan di dalamnya'

sehingga mengharuskan Perubahan.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa kelemaltan-kelemahan

dalam UU No. l0 tahun 2004 perlu untuk kemudian disempumakan'

Sehingga kemudian lahir UU No. l2 tahun 20ll yang dinilai sebagai

solusinya. Hal menarik dari proses penyempumaan tersebut, adalah

dengan munculnya KetetaPan Majelis Permusyawaratan Rakyat (lAP

MPR) masuk sebagai jenis hierarki peraturan perundang-undangan'

Kemunculannya bukan hanya telah menimbulkan banyak pendapat'

tetapi pertanyaan yang muncul adalah latar belakang apa yang

sesungguhnya menyebabkan TAP MPR masuk dalam hierarki

peraturan perundang-undangan.q
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berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 d

Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR'/2003

Hukum Ketetapan Majelis Permusyawamtan

Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sarnpai

Keduo, Peraturan Desa yang dahulu masuk

Akademik.
e5 Risalah RaPol Ponitio Khusus

Peroluran Perundaag-undongaz, Dewan Pe

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

TAP MPR yang masih berlaku belum diperkuat

dalam mengimplemetasikannya. Lihat Fitri Mei

Apabila mengkaji risalah rapat panitia khusus RUU tentang

Pembentukan Peraturan Perundlng-undangan di DPR, Fraksi Partai

Demokasi Indonesia Perjuangan (F-PDI P) melalui Arif Wibowo

dalam rapat awal menyampaikan bahwa eksistensi TAP MPR

merulakan cerminan dari sebuah sitausi yang ambigu' Karena selain

masih ada 139 TAP MPR yang masih berlaku namun di sisi lain

dihadapkan pada norma dalam TAP MPR tersebut yang sifatnya

mengatur hal-hal dasar yang hampir sama dengan UUD 1945'

Sehingga apabila tidak dimasukan akan menimbulkan persoalan di

tengah banyak peraturan perundang-undangan yang telah keluar dari

falsafah dasar bemegara tersebut.

lain kita menghadapi sekian banyak pemoalan -banyak 
peraturan

p".rnJung*niungan apakah itu undang-undang bahkan T39a; te

i'erda yarig sudah keluir dari falsafah dasar bernegara kita "
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Paparan F-PDI P juga menegaskan jika menyepakati bahwa TAP

MPR memiliki norma dasar seperti halnya UUD, maka konsekwensi

logisnya harus dijadikan acuan dasar dalam penyusunan aturan di

bawahnya. Sehingga jika UUD 1945 saja dimasukan dalam hierarki,

maka TAP MPR juga harus ditulis dalam hierarki peraturan

perundang-undangan. Kurang lebih tambahan yang disampaikan

adalah sebagai berikut:

Melihat apa yang disampaikan F-PDI .P, dapat dikatakan kerangka

dasar dimasukkannya TAP MPR adatah karena adanya penilaian

bahwd dalam materi TAP MPR banyak yang mengandung norma dasar

seperti UUD yang layak untuk dijadikan sumber rujukan pembuatan

peraturan di barvahnya. Sehingga menjadi penting untuk dimasukan

dalam hierarki guna mengantisipasi agar peraturan di bawahnya tidak

berbelok dari arah dasar penyelenggaraan negara'

Persetujuan juga muncul dari anggota F-PDI P Yasonna H' Iaoly'

pada prinsipnya dimasukaanya TAP MPR dalam hierarki adalah 'rntuk

mengakomodir berbagai TAP MPR yang masih berlaku dan relevan

untuk dijadikan dasar dalam bemegara' Adapaun pendapat shgkatnya

adalah sebagai berikut:

Rakyat (TAP MPR) Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia' Jurnal Lex Admirishatum'

Vol.l.No. I /Jan-Mrt/2013, hlm. I 50.--'-' -"ii;i,ttir. 
S.6"."n1"ra wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin menyambut baik

f""gf.ur, i"i. i" .engalakan saat ini ada iejumlah TAP MPR yang masih berlaku Sehingga dengan

;t;ili.;;;i; t".-u"ti rep MPR ke d'atam hierarki maka kikuatan hukum TAP MPR akan

;;;;iil ffi ta menjetaskan setidaknva sudah ada 139 ]AP. \lPR. vang dihasilkan oleh MPR

<eiak herdiri hinssa 2003. Lalu, TAi'-TAP itu dlklasifikasi kembali dengan terbitnya TAP

i,t"rffi#O;. i"; inp y-g ai"rU*,,etapi ada TAP yang dipertahankan sehingga seharusnva

;;;;tk",;;;p ;* g r.g^ir. iih^t H,kum ontine,tatssal2 Asustus 2013'
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Sementara fi'aksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) melalui Rusli

Ridwan memaparkan persetujuan masuknya TAP MPR dalam hierarki

didasarkan pada upaya untuk memberikan daya guna, daya lakq dan

kepastian hukum.

Uraian F-PAN dapat penulis maknai bahwa TAP dijadikan daya

guna adalah sebagai intrumen untuk menangkal bcbrbagai hal yang

tidak relevan dengan dasar negara, seperti paham komunis Kemudian

daya laku diartikan sebagai pemberlakuan hukum untuk larangan

terhadap paham, aturan, dan semangat bemegara yang tidak selaras

dengan dasamya. Sementara aspek kepastian hukum dapat dimaknai

sebagai langkah untuk memastikan penyelenggara negara dalam

an MPR Yang
ngan ideologi,
apalagi Pasca
ukan peoataan

um masyarakat mengingat Pentingnya KetcEPan

Ko$ultati Dengdn MPR N Panilid Khusus

P e m be n luka n P erotu ran P e nt ndo ng- Undanga n,

"" tbid, hlm.21.
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menggunkan dan memberlakukan kewenangan yang dimiliki bukan

didasarkan karena kesewenang-we nangan (machstaal), tetapi bertindak

berdasarkan komitmen dan semangat yang lahir dari tujuan hukum

(rechtstaat).

Menjadi catatan memang dalam proses pembahasan tersebut,

tercatat hanya F-PDI P yang dominan memperjuangkan TAP MPR

masuk dalam hierarki. Sehingga dapat ditemukan fraksi partai lain

j ustru minim pendapat. Oleh karenanya dalam proses selanjutnya,

masuknya TAP MPR dalam hierarki disepakati secara aklamasi dari

masing-masing fraksi. Seperti Fraksi Partai Gerindra, Golongan Karya,

Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangs4 Partai

Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Hati Nurani Rakyat, dan

,,lain sebagainya.

Namun demikian, fakta menarik dalam pembahasan RUU

Pembentukan Pearturan Perundang-undangan (saat ini UU No 12

tahun 2011) adalah munculnya tanggapan berbeda dari pihak

Pemerintah yang justru sedikit menolak masuknya TAP MPR dalam

hierarki peraturan perundang-undangan. Pemerintah justru berpendapat

bahwa TAP MPR tidak seharusnya masuk dalam hierarki, tetapi cukup

dimasukan dalam aturan peralihan. Secara lengkap pendapat

pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

di aturan peralihan, meskipun sebelumnya dalam Undang-Undang

No. l0 Tahun 2004 dalam penjelasan Pasal 7 itu tetap memberikan
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satu pengakuan terhadap keberadaan TAP MP& masih ada. Tetapi
ini nanti akan kita coba tempatkan dalam aturan peralihan."

Disamping alasan Pemerintah tersebul Pemerintah yang tidak

menyepakati TAP MPR masuk dalam hierarki adalah dengan meyakini

bahwa TAP MPR yang terakhir keluar dan bersifat mengatur dalam

sistem ketatanegaraan saat ini adalah TAP MPR Nomor I Tahun 2003

yang mengandung enam pasal di dalamny4 dari enam pasal itu tiga

pasal mengukuhkan ada tiga TAP MPR yang tidak pemah akan bisa

dicabut diantaranya mengenai penyebaran paham komunisme,

mengbnai Timor-Timur karena masih banyak aset negara yang

tersimpan di negara tersebut. Selain itu, meskipun akan keluar TAP

MPR yang baru, Pemerintah juga menilai keteapan yang akan lahir

tidak lagi akan bersifat regulasi tetapi hanya beschikking.

Akan tetapi dengan adanya berbagai pendapat mayoritas Fraksi di

DPR yang menghendaki TAP MPR masuk dalam hierarki peraturan

perundang-undangan. Maka kemudian Pemerintah dengan

pertimbangan untuk kepentingan bangsa yang lebih luas menerima

TAP MPR dimasukan dalam hierarki pcraturan perundang-undangan.

"......kalau memang manfaatnya lebih banyak utttuk kepentingan
bangsa kenapa tida( kami merespon baik kehadiran TAP MPR
dalam hierarkis perundang-undangan. lnilah bagian dari
penghargaan kami, karena memang berdasarkan TAP MPR Nomor
I Tahun 2003 seperti yang pemah kita bicarakan ada 139 Ketetapan
MPR..."rm

Dengan demikian, terhadap TAP MPR mendapat kesepakatan bulat

untuk dimasukan sebagai hierarki dalam peraturan perundang-
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t@ 

.1614 hlm.15. sclcbihnya ditempat terpisah Menteri Hukum dan HAM saat ini, Patrialis
Akbar selang beberpaa hari disahkannya UU No. I I lahur 2Ol2 menyatakan bahwa Sebelumnya,
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menuturkan bahwa dimasuka.nnya TAP MPR kc dalam
hierarki pc.aturan pcrundang-undangan mcmang hanya untuk memperkuat kekuatan hukum TAP
MPR yang sudah diterbitkan sejak dahulu. Yakni, TAP MPR No-t/MPR/2003. Lihat Fitri Mcilsny
Langi, Ketetapan MaJelis Petmusyqwordton Rokyat....Op. Cir, hlm. l5l.



undangan. Sehingga pada 21 Jauli 2011 DPR bersama Pemerintah

menetapkan TAP MPR masuk dalam hierarki peraturan perundang-

undangan negara Republik Indonesia' Secara umum disampaikan

dalam kesimpulan akhir persidangan bahwa kedudukan Ketetapan

MPR disepakati masuk daiam jenis dan hirarki peraturan perundang-

undangan yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

Ketetapan MPR Republik Indonesia No' l/lvIPR/2003 tentang

Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

Permusyarawatan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002'r0l

Aspek lain yang menarik untuk kemudian dicermati adalah dengan

susunan atau urutan dari peraturan perundang-undangan yang kini

telahada.BerdasarkanPasalTayat(l)UUNomorlltahun2012

disebutkan bahwa TAP I"IPR masuk dalam jenis hierarki peraturan

perundang-i\undnagan tepat di bawah UUD 1945' Padahal apabila

merujuk pembahasan di atas, substansi TAP MPR memuat juga ha[-hal

yang mendasar dan setara dengan UUD Untuk melihat penempatan

ini, beberapa fraksi di DPR cukup variatif alasannya'

FraksiPartaiAmanatNasional(F-PAN)menyebutkanmeskipun

agak sulit untuk memberikan alasan' Namun dengan berpijak pada

pemikiran bahwa TAP MPR dalam sejarahnya merupakan lahir atas

keberadaan UUD 1945 sebelum amandemen' yang di datam Pasal 3

'ot lbid, ilm.3o. AdaPun susunan bab Yang dihasilkan adalah sebagai berikut l. Bab I

Ketentuan Umum; 2. Bab ll Azas Pembentukan Petaturan Perundang-undangan; 3. Bab III Jenis,

Hirarki dan Materi Muatan Pcratu ran Perundang-undangan; 4. Bab tV Perencanaan Peraturan

Perundang- undangan ;5. Bab V PenYusunan Peraturan Perundang-undangan;6. Bab Vl Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bab Vll Pembahasan dan Pengesahan Rancangan

Undang-Undang; E. Bab VIII Pembahasan dan Pen€taPan Ranc,angan Peraturan Daerah; 9. Bab lX

Pengundangan; 10. Bab X Penyebarluasan; ll. Bab Xl Masyarakaq 12' Bab XII

Ketentuan Lain'lain; 13. Bab XIII Ketentuan PenutuP'

Partisipasi
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huruf b UUD 1945 salah stau kewenangan MpR adalah menentukan

Garis Besar Haluan Negara (GBHN). penentuan GBHN tersebut

sesungguhnya merupakan penjabaran dari batang tubuh UUD 1945

sehingga substansinya tidak akan jauh dari sumber asalnya. Ir{eskipun

hasil penjabaran tersebut substansinya memuat hal pokok namun

jangan sampai disamakan posisinya dengan sumbemya karena hakekat

muatannya merupakan break down dari UUD t945. Pendapat langsung

yang disampaikan adalah sebagai berikut:

"Saya melihat ini Undang-Undang Dasar 1945 adalah aturan
pokok, dan saya juga melihat yang namanya TAP MPR juga
merupakan aturan pokok hanya saja aturan pokok yang dituangkern
dalam TAP MPR itu, itu adalah merupakan penjabaran kebijakan
dar! batang tubuh Undang-Undang Dasar. Argumentasinya
sederhana kita punya Pasal 3 dulu sebelum perubahan tentang
GBHN, GBFIN itu ditetapkan oleh MPR, itu berada di bawah,
karena pada saat itu menjabarkan apa isi daripada GBHN itu tidak
boleh bertentangan dengan batang tubuh untuk dilaksanakan oleh
Presiden. Jadi mengamanatkan kepada kita melaksanakan GBHN,
GBHN ini merupakan tidak boleh bertentangan isi daripada batang
tubuh. Jadi saya melihat ini yang namanya TAP MPR ini, itu
adalah posisinya di bawah Undang-Undang..."r02

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam

urainnya dengan melihat TAP MPRS Nomor XX/MPRS Tahun 1966

yang tetap menempatkan produknya di bawah UUD 1945 meskipun

saat itu MPR sebagai lembaga Negara tertinggi. Maka menjadi

pemahaman logis bahwa kedudukannya tetep di bawah UUD 1945.

to2 tbid, hlm.28. Perubahan terhadap Pasal 3 UUD 1945, membawa akibat pada adanla
perubahan fundamental dalam sistim ketatanega.aan, yaitu dari sistim vertikal herarkis dengan
prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan prinsip ciec ks ond balonces (prircip
saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara). Lihat Moh. Mahfud MD,
Perdebatan Hukum Tato Negara Pasca Perubahan Ko$titusi, LP3ES, Jakarta,2007, hlm. 31.
Dikatakan juga bahwa perubahan itu mengakibatkan fungsi MPR lebih mengarah pada suatu
forum gabungan Aoinl sesion) antara DPR dan DPD, bukan sebagai lembaga. Lihat Ni'matul
Huda, Hukum Tala Negora Indonesra, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 164. Namun demikian,
melihat dari segi sejarah, dibentuknya MPR oleh BPUPKI-PPKI adalah mencontoh sistim
ketatanegaraan pada masa pemerintahan Belanda.Meskipun demikian keberadaan MPR tetap
diperlukan untuk me'npertahankan sistim presidensial. Soewoto Muyosudarmo, Pembaharuan
Ketalanegaraan Melalui Perubohan Konsrirrsi, ln-Trans, Malang, 2004, hlm 2E l.
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"....ketika MPR masih sebagai lembaga tertinggi pun TAP MPR

p:rundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut:

I . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. TAP MPR;
3.Undang-Undang/?eraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintahl
5. Keputusan Presiden;

6. Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi

Menteri dan lainnYa.lol

Terhadap hal di atas, sekiranya dapat ditafsirkan bahwa meskipun saat

itu kedudukan MPR sebagai lembaga negara tertinggi' Namun temyata

MPR menyadari penuh bahwa produk-produknya merupakan turunan

atas penjabaran dari UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi' Oleh

karenanya tidak kemudian menjadikan MPR bersombong diri bahwa

produknya juga menjadi yang tertinggi dalam hierarkis peraturan

peiundang-undangan.

B. Anatomi Akademik Masuknya TAP MPR dalam Hierarki Peraturan

Perundang-undangan

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tah'rn 1945 (UUD

1945) yang dilakukan dengan 4 tahap yaitu tahun 1999, 2000 ' 2C01' 2002'

telah membawa Indonesia ke beberapa perubahan besar' Perubahan tersebut

diantaranya akibat dari penghapusan maupun pembentukan lembaga negara'

pergeseran tugas dan kewenangan lembaga-lembaga neg'ua' susunan dan

kedudukan lembaga negara. Salah satu perubahan mendasar' yang memiliki

pengaruh terhadap struktur ketatanegaraan lndonesia adalah pergeseian

kedudukan, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)'

pergeseran kedudukan MPR tersebut secara langsung mempengaruhi Pula

produk-produk peraturannya terutama Ketetapan MPR CIAP MPR)' Oleh

'o'Ibi4hlm.25-26.

46



karena itu perlu kiranya untuk diketahui nasib kedudukan dari produk-produk

dari MPR tersebut.

Apabila Jtashback sebelum perubahan UIJD 1945' kedudukan TAP MPR

dapat dilihat dalam TAP MPRS zu No' XX/-Iv{PRS/1966 tentang Tata Urutan

Perundang-undangan yang kemudian diganti dengan TAP MPR RI No'

IIIIP22000 tentang sumber hukum dan tata Urutan Peraturan Perundang-

undangan. Berdasarkan ketetapan tersebut' TAP MPRS dan TAP MPR

berkedudukan dibawah I-JUD 1945 dan di atas Undang-undang yang memiliki

makna bahwa TAP MPRS atau TAP MPR akan mengatur secara langsung

pokok-pokok aturan dalam UUD 1945' sekaligus berkaitan langsung dengan

0"".,"0". haluan negara'loa Dengan melihat aturan yang berlaku pada saat itu'

sangatlah jelas bahwa kedudukan TAP MPR sejatinya berada dibawah ULID

i 945 yaug kemudian dijadikan surnber hukum tertinggi'

Salah satu darnpak yang ditimbulkan dari perubahan UUD 1945 adalah

menjadikan berubahnya kedudukan MPR dan fungsi serta wewenang MPR'

Bahkan menurut Sri Soemantri seterah perubahan UUD 1945 telah terjadi

perubahan mendasai atas kedudukan MPR" MPR tidak lagi sebagai lembaga

negara tertinggi dan tidak akan ada lagi bentuk hukum yang namanya

ketetapan MPR Kondisi ini seolah ada 'pemangkasan' secara frontal terhadap

fungsi dan wewenang MPR sehingga berpengaruh terhadap kedudukan produk

hukum yang dikeluarkannya 
r0' Fukta itti yang kemudian MPR mengambil

tangkah hukum guna melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan IIUD

1945 tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan kaj ian terhadap produk

hukum Yang telah dikeluarkannYa'

Berdasarkan TAP MPR Nomor UMPR/2003 Tentang Peninjauan

Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majeris- permusyawaratan

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

dan Status Hukum KetetaPan MPRS dan

#n'i{s'-i*a n'kum Pro Jus,;itir,'vol' 25

'TAP/ MPR Dihidupkan Kembali' diakses 25

November 2013.
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16 Ahmad Ali, Mengualc Tabi Hukun, CY Candn Pratama' Ujung Pandang' 2009' hlm'

273.
r0? Penjclasan Pasal 7 ayat (l) ini meny

adalah Ketetapan MPRS dan Kctctspan MPR yan

TAP MPR No.UMPR/2003 tentang Peninjauan

dan TAP MPR Trhun 1960 sampai dengan

tersebut, seluruh Ketetapan MPRS dan Keteta

dalam enam pasal (kategori) s€suai deflgan mat

f.4,nSffep i,lpn i"ngii*Urt dan diiyatakan tidak berlaku (delapan ketetapan), Kstegori II
yakni TAP MPRS/TAP tvtPR yang dinya

dan Kategori lll yakni TAP MPRS/TAP

tcrbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu

MPRSiTAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku

Ketetapan), Kategori v yakni TAP MPRS/TA

d€ngan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib Bar

r"iEg"rt nr iami iap MpRs/TAp MpR yang dinyarakan ridak perlu ditakukan tindakan hukum

i"uii"f""i*, U"il f-"na bersifat final (einmatii), teiah aicaUut' maupun telah selesai dilakanakan

(104 Kcteiapan).

Indoncsia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, status TAP MPR dibedakan

atas enarn kategori. Kategori-kategori tersebut adalah (i) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku; (ii) dinyatakan tetap berlaku; (iii) tetap berlaku

sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004;

(iv) tetap berlaku sampai dengan terbentuknya UU; (v) tidak perlu dilakukan

tindakan hukum lebih lanju! baik karena bersifat einmalig (final), telah

dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan; (vi) dinyatakan masih berlaku

sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun

2004.106

Sedangkan TAP MPR yang dinilai masih berlaku sepanjang belum diatur

dalam UU, meliputi:ro?

L TAP MPRS Nomor XXIX/ivIPRS/1966 tentang Pengangkatan

Pahlawan AmPera;
2. TAP MPR Nomor XyMPR/1998 tentang Penyelenggara Negafa

yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme'

:. iai Nomor XVMPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah; Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya

Nasional yaig Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daera'h dalam Kerangka Negara Kesahran Republik Indonesia'

4. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata

Urutan Peraturan Perundang-undangan'

5. TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan

dan Kesatuan Nasional.
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6. TAP MPR Nomor VyMPzu2000 tentang Pemisahan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia'

7. TAP MPR Nomor VIVMPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia'

8. TAP MPR Nomor VIMPR/2001 tentang Etika Kehidupan

Berbangsa.
9. TAP MPR Nornot VIVMPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa

Depan.
10. TAP MPR Nornor VIII/MPR./200I tentang Rekomendasi Arah

Kebijakan Pemberantasan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisrne.
I l. TAP MPR Nomor IX,/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan

Pengelolaan Sumber DaYa Alam.

Saat ini telah terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur substansi

Tap di atas sehingga berdasarkan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 TAP

terkait sudah tidak berlaku, vralaupun dalam UU itu tidak mecabut TAP IUPR

terkait. Misalnya Ketetapan MPR Nomor IIUMPR'/2000 tentang Sumber

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, substansinya telah

diaturdalamUUNomorl0Tahun2004yangkemudiandigantidenganUU

Nomor l2 Tahun 2011. Melalui UU terkahir itu juga kemudian ditetapkan

TAP MPR masuk dalam jenis hierarki peratumn perundang-undangan'

Masuknya TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan' apabila dilihat

dalam kacamata akademik dinilai menjadi persoalan' Pendapat dari Hamid S'

Attamimi, yang menyebut bahwa ketetapan MPR tidak dapat dikategorikan

sebagai peraturan perundang-undangan Sedangkan yang termasuk sebagai

peraturan perundang-undangan adalah undang-undang ke bawah'108 Ha[ ini

menunj ukan adanya ketidaktepatan secara hierarki Peraturan perundang-

f 08 Ni'matul Huda & R- Na:a-iyah, Teo & Pe nguj ia n P e raturon P e rundang-u ndanga4

cetakan Pertam4 Nusa Media, Bandung, 2011, hlm' 8l-82' Lebih lanjut, A. Hmaid Attamimi jug

amenyatakan bahwa UUD 1945 dan TAP MPR tidak termasuk jenis pemturan Perundang'

undangan, melainkan sebagai aturan dasar/pokok Negata, sedangkan yang termasuk Peraturan

perundang-undangan adalah: undang-undang/PerPu, Peratu ran Pemerintah, KePutusan Presiden,

Keputusan Menteri, Keputus€n KcPa la Lembaga pemefl ntah non departemen, Kpeutusan Direktur

-Ienderal Departemco, Keputusan Kepala Badan Negara di luar Jajaran Pemerintah yang dibentuk

dengan undang-undang, P€raturan Daerah Tingkat I, KePutusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat

IL iihat A. Hamid Attamimi, Peranaz Kepulusdn Prcsiden Republik Indonesia dolam

Penye lenggaroan Pemerinldhan Negru: Suolu Siudi Analisis Mengenoi Keputusan Pretiden yang

Berjungs i Peh4aturon dolan Kurun llollu Pe Fakultas

Hukum UI, Jakarta, 1990, hIm.289.
lita I - Pelilo /l/, Disertasi, Pascasarjana
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undangan. Apalagi dengan adanya perubahan susunan lembaga negara pasca

perubahan UUD 1945, dimana MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi

negara dan perubahan badan perwakilan menjadi sistem dua kamar yang

terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah

(DPD), maka menurut Bagir Manan ketetapan MPR dengan sendirinya

terhapus.loe

1. Konvergensi Masuknya TAP MPR Dalam Perspektif Perundang-

undangan

Ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 20ll mendefiniskan

peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat

norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan

oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan' Dalam kontek

demikian, apabila merujuk argumentasi Bagir Manan' maka pengertian

peraturan perundang-undangan adalah: 
I l0

a. Setiap keputusan tetulis yang dikeluarkan pejabat at'au lingkungan

. jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang

bersifat atau mengikat umum;

b. Merupakan aturan-aturar tingkah laku- yang berisi ketentuan-

keteniuan mengenai hak, kewajiban, fungsi status atau suatu

tatanan;
c. Peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-

umum, artinyi tidak rnengatur atau tidak ditujukan pada objek'

peristiwa atau gejala konkret tertentu;

d. i\4engambil pJmahaman dalam kepustakaan Beland4 peraturan

peruidang-undangan lazim disebut dengan wet in materiele zin'

iering juga disebut dengan a/ge ang

m"liiuii antaru lain'. de suPra nde

woischrift, wet, AmvB, de de

gemeentiliike raadsverordeningen' de provinciale slaten

verordeningen.

Lebih singkat, Maria Farida melihat perundang-undangan merupakan

proses pembentukan atau proses membentuk Peraturan negara' baik di

ro' R. Nazriyah, starus Hukum Ketetapan ucnt! se9tl!.r.ybahan |JUD 1945'

Kumpulan tulisan dalam Jumal Hukum, Hukum Tata Negara' No' 28 Vol t2 Tahun 2005' hlm 38'

I l0
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llr Maria Farid4 //nr u Perundang-undangan; Jenis' Fungsi dan Moleri Mllalaz' Kanisius'

Y"cv"k"Ii'l*irt?;Yo^, p"aurort , dan perkembangan Ko,tstitusi suotu Negara' Maldat

Maju, Bandungi995, hlm.29. /6id' hlm l76'
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tingkat pusat, maupun daerah, sehingga penekanannya selain lebih pada

segi formalnya dan juga peraturan perundang-undangan yang

penekanannya lebih pada segi materiil atau substansinl'a'rr 
I

Berdasarkan pada pemapanm di atas' maka dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa peraturan yang termasuk sebagai peraturan perundang-

undangan adalah peraturan yang berbentuk tertulis' daya ikatnya harus

mengikat secara umum atau bersifat umum' tidak bersifat individual dan

dibentuk oleh lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-

undang unhrk membentuknya' Oleh karenanya apabila kemudian muncul

aturan yang justru bersifat sebaliknya atau tidak memenuhi unsur-unsur

tersebut,makatidakdapatdikategorikansebagaiperaturanperundang-

ur,dangan yang selaras dengan uraian di atas'

Berkenaan dongan pembahasan TAP MPR menjadi tepat atau tidak

masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan' maka hal terpenting

untuk melihatnya diperlukan kajian terhadap sifat' isi ataupun materinya'

Bagir Manan menyebut, TAP MPR/S apabila ditinjau dari materi

muatannya maka dapat dikelompokan menjadi:ll2

a.K-rtetapanmengenaikedudukan'tugas'dantanggungjawab
lembaga-lembaga negara;

u ii"i""?,* y*g beiisi garis-garis kebijakan umtrm vang akan

dijalankan oleh negara i'etului at"u lembaga negara khususnya

oresiden;

". 
il;;;" yang berisi prinsip-prinsip tertentu dan tidak bersifat

mengatur; dan

a. f"i"Lp- yung materinya langsung mengikat umum'

Sedangkan, ditinjau dari segi sifat isinya' TAP MPPJS dapat

digolongkan menjadi: (l)' Ketetapan yang bersifat mengatur; (2)'

Ketetapan yang bcrsifat penetapan lbeschiking; (3)' Ketetapan yang bersifat



cleklaratur.l13 Namun dalam perkembangannya, temyata TAP MPR

sifatnya kian variatif, yaitu sda juga ketetapan yang bersifat rekomendasi

dan ketetapan yang bersifat perundang-undangan yang berlaku mengikat

secara umum.l to

Melihat pada dimensi penggolongan, dan dikorelasikan dengan unsur-

unsur suatu peraturan perundang-undangan di atas. Maka TAP MPR dapat

dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan dengan syarat

sebagai berikut:

a. TAP MPR isi/materi dan sifanya bersifat tertulis, umum, dan

dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengatur
secara umum;

b. TAP MPR bukan yang dimaksudkan dalam bentuk penetapan yang
memiliki konsekuensi konkret-individual layaknya keputusan yang
bersifat penetapan (beshicking) seperti dalam keputusair
administrasi Negara.

Dua aspek tersebut yang kemudian dapat dijadikan konSepsi dasar

bahwa TAP MPR dapat masuk sebagai jenis peraturan perundang-

undangan. Sehingga pada penjelasan ini, sebagaian TAP MPR dapat

digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan layak masuk

dalam hirarki peraturan peraturan perundang-undangan, akan tetapi

peraturan perundang-undan gan yang dimaksud yaitu dalam hierarki

berdasarkan pada stufentbcuheori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen,

dimana hukum berjenjang dari yang paling tinggi hingga yang paling

"r Sumali, Reduksi Keleuqsoqn Ekebulif, VMM Pres, Malang 2003, hlm. 21. Ilmu
pengethaun pcrundang-undnagan dapat dikatakan relative baru, yang awalnya b€rkembang di
Eropa Barat. tlmu ini benifat interdisipliner yang berkaitan dengan ilmu politik dan sosiologi.
tlmu perundang-undnagan ini mcnurut Burkhadrt Krems dpaat dibedakan atas teori Perundang'
undangan dan itmu perundang-undangan yang mengkaji aspek Pemb€ntukan undang-undang. IImu
pcrundang-undangan dapat tiirinci lagi kc dalam proses perundang-undangan . adapun konsep

undang-undang itu sendiri dapat bermakna: (i). proses pembentukan peraturan engara baik di
tingkat daerah atauiun pusat. (il). Segala Peraluran ncgar ayang dihasilksn baik ditingkat derah

ataupun puat. Lihat Maria Farida Indrati, Ilmu PerunddnS-undangan: Dasar-dtsar don

Pembentukannyo, Kanisius, Yogyakart4 1998, HIm. 2-3.
rr' Jimly Asshidiqie, et. 81. Laporan Percliti?,l. Tiniauan Terhddap Materi dan Status

Hukum Ketetdpoi MPR/S RI Tohun t960-2002 Kerjasama dengan Sekretaris Jenderal MPR Rl

Jakarta Mei 2003.hlF:..8. lbid. 171.
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rrr Sumali,.I6idrroli2 6l1r"n mengkalsifikasikan norma atas norma statis (nomostatics)' dan norma

dinamis (nonodynanri"r). t'to^o,totii' ia'tih isi atau matcti dari norma itu sendiri' sedangkan

hlm. I l0-125.
tt1 Bagir Manan' Arogarui MPR, Republiks' 2000'
I'E e.'Hamid ntiamiii, e"'o*i Kip't*on Presiden Rl "op Ci'' hlm 359'

,rr lbid

rendah, bukan mcrupakan pengelompokan norma sebagaimana yang

dicetuskln oleh Hans Nawiansky' Aspek detail tersebut dapat dilihat

dalam pembahasan sub angka 2 di bawah ini'

2. Logika Hukum Tepat Tidaknya TAP MPR Masuk Dalam Hirarki

Pera turan Perundang-undangan

Teori perundang-undangan pada dasamya merupakan bagian dari ilmu

pengetahuan perundang-undangan yang berupaya mencari keielasan

makna atau pengertian-Pengertian hukum dan peraturan perundang-

undangan secara kognitif.l15 Salah satu tokoh yang kemudian memberikan

pencerahan atas hal tersebut adalah Hans Kelsen melalui pemikirannya

lentzng grundnorm dan hirarki norma. Ia mengkategorikan hukum sebagai

nonna yang dinamik (nomodynomics) 'tt6

Secara singkatnya, konsep Kelsen kemudian melahirkan teori yang

dikenal dengan stufentbauheori (teori jenjang)' Ajaran Kelsen ini

kemudiandinilaimemilikimakna..Pertama,peraturanyanglebihrendah

harus mempunyai sumber atau dasar pada peraturarr yang lebih tinggi;

Kedua, peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tertib hukum

(ega! order); KetiSa, peru:rr)ran perundang-unCangan untuk menjamin tata

urutan itu datam suatu sistem yang tertib'll7

Pada perkembangannya teori Kelsen dikembangkan oleh muridnya

Hans Nawiaskylls yang diberi nama die theory von stufenordnung der

rechtnormen.tte Apabila kita kaji secara seksama kedua teori tersebut'
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maka dapat kita refleksikan teori tersebut dalam sistem norna hukum yarg

dianut di Indonesia" sebagaimana dapat dirujuk pada Ketetapan MPR No'

IIYMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-

undangan. Seperti disebutkan dalam Pasal I ayat (3) ketetapall a quo

bahwa Pancasila meupakan sumber hukum dasar nasional' Maka ketentuan

ini dapat disebut atau identik dengan norrna dasar negara

(staatsfandamentalnorm) atau norma dasar (grundnorm atau basic norm)

ditempatkan sebagai urutan tertinggi atau puncak piramida norma hukum'

Kemudian diikuti oleh UUD 1945, KetetaPan MPR, serta hukum dasar

tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan sebagai aturan pokok negara

atau ahnar dasar negara (staatsgrundgesetz), dilanjutkan dengan undang-

undang atau Perpu, aturan pemerintah dan seterusnya'

Kete-'rtuan Pasal 4 TAP MPR a 4ao yang menyebutkan: "sesuai

dengan tata urutan peraturdn perundang-undangan ini maka setiap

oturan hukum yang tebih rendah tidak boleh berlentangan dengan aturan

hukum 1,ang lebihringgi. " Konsepsi pasal tersebut mengandung arti bahwa

azas lex superior dercgale lex inferior berlaku penuh dalam melihat aturan

perundang-undangan. Oleh karenanya, dalam ranah praksisnya tidak boleh

satupun aturan yang bertentangan satu dengan yang lainnnya' dengan kata

lain aturan yang di bawah harus menyesuaikan dengan aturan yang di

atasnya a-gar tidak terjadi benturan.

Dalam tataran praksis, penempatan Ketetapan MPR di dalam hirarki

perundang-undangan adalah sesuatu yang kurang lazim' oleh karenanya

tidak heran jika sebagian pakar hukum memPermasalahkannya' Menurut

Harun Al Rasyid, bentuk peraturan Ketetapan MPR merupakan 'barang

haram'. Sementara pendapat lain mengemukakan masuknya TAP MPR

dalam jenis dan menjadi hirarki peraturan perundang-undangan merupan

hal yang memitiki oukup alasan, yaitu:

a. Meskipun bentuk ketetapan tersebut tidak secara tegas diatur dalam
- 

iJLID,' namun jenis prrut.un ini secara implisit dijumpai

landasannYa Pada Pasal 3 UUD 1945;
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b. Ketetapan MPR itu merupakan konsekuensi logis dari tugas-tugas- 
it fpR. y"k i menetapkan 

'truO, 
CSHI.i, dan memilih presiden dan

wakilnya.l20

Melihat pendapat Sri Soemantri tersebut tentu harus ada catatan bahwa

pasca perubahan UUD 1945 telah mengalami perubahan yang

'mengamputasi'kewenangan MPR dan MPR tidak lagi diposisikan

sebagai lembaga tinggi Negara. Namun demikian sesungguhnya

kedudukan MPR sebagai lembaga Negara yang menjalankan kedaulatan

rakyat tetap ada hanya mengalami perbedaan makna' Perbedaannya adalah

ketika sebelum amandememn kedaulatan rakyat dijalankan penuh oleh

MPR, namun pasca perubahan lembaga negara lain juga diberi bagian

untuk menjalankan kedaulatan rakyat alias tidak sepenuhnya di tangan

MPR. Apabila ini dikaitkan dengan the framework or struclure of

governmenl yang digunakan Rosco J Tresolini dan Martin Shapiro' maka

konsep kedaulatan rakyat Yang

diil ustrasikan sebagai berikut:

dilaksanakan oleh MPR daPat

Melinat paparan di atas, maka sesungguhnya MPR tetap memiliki

mandat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dengan salah satu

kewenangannya menetapkan UUD. Sementara penempatan TAP MPR

datam hierarki Peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat

kedua setelah UUD Negara RI Tahun 1945' dapat dibenarkan apabila kita

mengacu pada teori Stufenrbauheori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen'

l2o Sri Soemantri, IJIJD don KetetqPon MPR sebagdi Produk MPR' Pidato Pengukuhan

Guru Besar tlmu HTN, UNPAD, Bandung, 19E7, hlm 164'165'--'-- lzl iumali, op. crl hlm. 50. Lih;t juga Sri Soemantri, op cit' hlm lT'
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t22 Riri Nazriyah. MPR N . Op Cit., hlm- 292'293 Petgelompokan norma menurut

Navviasky:K clompok i: Stoats/undomentalnorm (Norma Fundamental Negara); KelomPok II:

Staatsgr;ngescts (aturan Dasar Negars/Aturan Pokok Negara); Kclompok lll" Formell Gesetz

lundaig-nidang iormat); KelompoflY: l/erordnung & Autono'ne 's4Ea8 (Aturan P€laksana &
Atron 

-otonornf 
Lihat Sahtan A'diputa, Kecelo*oan Sislem Peraluran Perundangandangdn Di

lndonesia: TAi MPR Sebagai Sdlah Satu Peraturon Perundang-undangan dolam UU Nomor l2
tahun20t2,Jurrul Korsrirusi, Volume I,Nomor l, Novembet 2012, hlm 65-61'

'" Maria Farida Indrati , Ilnu Peroturan... Op Cit., hlm.76-71'

dengan alasan, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengurutkan

tingkatan norma hukum perundang-undangan, dimana norma yang di

bawah tidak boleh bertentangan dengar nolma yang di atas. Akan tetapi

apabila penyusunan tata urutan Praturan perundang-undangan tersebut

dimaksudkan untuk mengelompokan norrna-norma hukum perundang-

undangan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Hans Nawianski,

maka TAP MPR tidak tepat jika dimasukan kedalam pengelompokan

norrna peraturan perundang-undan gan atau Formell Gesetz, karcna bukan

termasuk peraturan perundang-undan gan (geselz), melainkan sebagai

aturan dasar nega ra (slaatsgntndgeserz).122

Konsepsi Nawiansky tersebut apabila dijadikan pisau analisis TAP

MPR, menurut Maria Farida juga tidak tepat karena mengandung jenis

norrna yang lebih tinggi dan berbeda daripada norrna yang terdapat dalain

undang-undang. Perbedaannya yaitu ketetapan MPR sebagai norma

konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga negara tertinggi dan tinggi

dalam negar4 serta tata cara pehbentukanny4 tata hubungan sesamanya'

dan lingkup tugas masing-masing, serta mengatur secara dasar tata

hubungan antara warga negara dengan negara seqrra timbal balik

Sedangkan, pengatur.rn dalam Undang-undang dapat mengatur warga

negara dan penduduk secara langsung, dan juga dapat melekatkan sanksi

pidana dan sanksi pemaksa terhadap pelanggaran norma-normunya.l23

Lebih lanjut Maria Farida juga mengungkapkan, bahwa apabila kita

melihat system norma hukum di Indonesia temyata lebih mencerninkan

kedua teori Kelsen dan Nawiasky Dalam sistem hukum Negara RI,

norrna-norna hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang
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berlapis-tapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok'

dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber, dan berdasar pada

norrna yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku' bersumber'

dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya

sampai pada suatu norma dasar negara (slaatsfundamentalnorm) Republik

Indonesi4 yaitu Pancasila. Ketentuan ini, menempatkan bahwa hierarki

peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 20ll'

selain berlapis dan berjenjang juga dikelompokkan berdasarkan

tingkatannya, sehingga jika hal ini dikorelasikan dengan keberadaan TAP

MPR saat ini tidak tepat apabila TAP MPR ditemPatkan sebagai salah satu

jenis hierarkis peraturan perundang-undangan dalam UU No ll Tahun

201 l, karena TAP MPR kedudukannya sebagai aturan dasar'r2a

Disamping itu, secara teori MPR memiliki kualitas (tugas) utama

sebagai 'konstituante' (menetaPkan UUD) untuk kemirdian MPR

mengikatkan diri pada UUD yang ia bentuk tersebut' sehingga produknya

disetarakandenganafurandasarnegara.Namunadanyapilihan

dimasukkandalamhierarkiperaturanperundang-undangan(wetgeving)

yang di bawah UUD, maka membawa dampak mengartikecilkan aturan

dasar negara/aturan pokok negara yang dimiliki oleh Indonesiar25 Karena

secaranormatifTAP}vlPRdilihatsebagaiaturanyangposisinyadibawah

UUD, padahal secara substansi TAP MPR dinilai juga selevel dengan

UUD. Oleh karenanya, sebagai aturan dasar/aturan pokok negara' maka

Ketetapan MPR juga merupakan sumber dan dasar pembentukan peraturan

perundang-undan gan,t26 yang seharusnya diposisikan selevel dengan

UI.ID.

t" Maria Farida Indrati SoepraPto, llnu Perundang-undangon'

Ni'matul Huda & R. Nazriyah, Teori" Op Cit'' hlm' 53' Lihat Juga 5an
..Op. Cit, hlm. 39, dalam
lur Adiput4 Kecelakaan

Sisitem...OD. Cir, hlm. 65."-"'"' ;foiiiir" 6,t-man dan Andi Nov4 Kedudukan Ketetapan MPR Berdasar'<an UU Nomo

12 tahun 20t 
'"'"i'Jn 

ft'na"ng 'undangan' Jurnal Dinonika flukun'FH

Andalas, vol 2'hlm' 446'
126 i." 

-it^u 
p"*ndons-Undongan ! (Dilcnbangkon dari

Perkuliahan A. Hanid S- Attomidi)' Kanisius, Yogyakarta' 2007m hlm lS'
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r21 Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara.Nomor-

Pemeriksaan p"na"trfrun ierihal pengujian Undang'undang 
""T:l- 

t3

i,;;;";irkr" Peraturan Perundangunda-nian Terhadap Undang-undang D

iJoi"ri" rrtrn 1945. MK RI, Jakarta,20l3' hlm l l'

Oleh karena itu, penempatan TAP MPR sebagai hirarkis Peraturan

perundang-undangan di bawah UUD 1945 beradasarkan pasal 7 ayat (1)

UU Nomor 12 Tahun 2011, merupakan ketidaktepatan bagi sistem

peraturan perundang-undangan di Indonesia' Sehingga perlu langkah

hukum yang solutif guna mengembalikan tatanan sistem peraturan

perundang-undangan di Indoesia, sesuai dengan teori dan asas-asas yang

telah ditentukan, dengan harapan akan membangun sistem hukum atau

peratulan perundang-undangan yang harmonis'

Sementara apabila melihat pendapat Mahkamah Konstitusi melalui

pemeriksaan pendahuluan perihal pengujian Undang-undang Nomor l2

Tahun20lltentangPembentukanPeraturanPerundang.undangan

Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

Mahkamah berpendapat bahwa adanya ketetapan MPR dimaksudkan

sebagai langkah menghindari terjadinya kekosongan hukum' megirtgat

sejauh ini masih terdapat TAP MPR yang penting untuk dipertahankan

sebagai dasar yuridis peneyelnggaraan Negara'

- "......ada ketetapan-ketetaPan MPR' misalnya mengenai reformasi

ugra iu" ."ng.noi a"tui tt*urn aiau periniah. yang memerintahkan KPK

dan sebagainya itu nrasth tetap berlaku' Kalau ini, kemudian tidak

;i,"^rk6 dalam struktur peraturan perundangan sebagaimana diatur

i"f". ru"f 7 ayat (l) huruf b tadi, maka malah menimbulkan kekosongan

-t27huKum...

Meskipun proses pengujian UU a quo belum diputuskan' namun

argumentasi tersebut setidaknya dapat menjadi gambaran awal bahwa

sesungguhnya semangat yang dibawa lJlJ a quo adalah memberikan

tempat kePada TAP MPR memiliki legitimasi normatif seperti halnya

peraturan lain yang lebih dulu masuk dalam hierarki peraturan peruadang-

undangan.

86/Puu-Xi20, Acara

Tahun 20ll tentang

asar Negara RePublik

JO



'" tbid,hlm. 5.
l2e Muchamad Ali Safa'at, Kedudukan Ketelapan MPR dalam Sistem Peroturan

Perundang-l,Jndahgsn lndonesid, Safaat.lecture.ub.ac.id/.."/KEDUDUKAN-KETETAPAN' hlm

6.
rro Salah satu pe(imbangan tidak dimasukannya TAP MPR dalam hierarki perdturan

perundang-undangan di'dalam ri;lah pembentukan UU No. l0 tahun.2004 dikatakan bahwa

i"."r" IFR itu tildak lagi mempunyai kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan

negara maka kemudian para pcmbentuk undang-undang waktu itu mcngatakan kalau bcgitu

enigak ada lagi TAP MPi. Lihal Risalah Sidang Pembentukan lJndang-undang Nomor l0 tolrun

2OT4 rcnong F".b"ntuk4n Peroturan Perundang-undangan'DPR RI, Jakarta,2003, hlm l l0'

59

Mahkamah juga menilai permasalahan keberadaan TAP MPR yang

sesungguhnya terletak apabila dilihat secara teori, karena seperti yang

diuraian di atas maka secara teori yang termasuk perundang-undangan

adalah undang-undang ke bawah. Sehingga di luar itu, Mahkamah menilai

TAP MPR tidak menjadi masalah masuk ke dalam hieraki karena nonrla

yang diatur dalam setiap TAP MPR sejak tahun 1966 hingga tahun 2002

tetap diakui scbagai produk hukum yang berlaku sepanjang tidak

digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya.

Sehingga apabila hal itu tidak diakomodir, maka akan menjadi

kebingungan haru diletakan dimana posisi TAP MPR.

"......TAP MPR yang masih ada sejak tahun 1966 sampai

sekarang, kalau dia belum diatur dengan undang-undang, maka dia

rnasih tetap berlaku. Kalau demikian, mau diletakkan di mana TAP
MPR itu? Kalau tidak masuk di dalam hierarki perundang-

undangan."l28

Konsepsi Mahkamah tersebut, kemudian juga selaras dengan

argumentasi M. Ali Safa'at yang memandang bahwa masuknya Ketetapan

MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU

Nomor 12 Tahun 20ll hanya merupakan penegasan semata. Tidak ada

kinsekuensi hukum yarrg lebih kuat lagi.l2e Hal demikian tentu tidak lah

salah, mengingat apabila melihat UU terdahulu yaitu UU No. l0 tahun

2004 di dalam Pasal 7 ayat (l) UU Nomor I0 Tahun 2004 disebutkanjenis

dan hierarki peraturan perundang-undangan di mana di dalamnya tidak

termasuk Ketetapan MPR.llo Pertanyaan hukum yang muncul adalah

apakah dengan demikian datam sistem Peraturan perundang-undangan



berdasark;-n UU tersebut tidak lagi dikenal produk hukum Ketetapan MPR

dan dengan sendirinya Ketetapan MPR tidak lagi memiliki kekuatan

hukum mengikat?

Guna menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak hanya melihat

pada ketentuan Pasal 7 UU Nomor l0 Tahun 2004, tetapi juga melihat

pada ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945' terutama ketentuan

peralihan. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan "Segala

peraluran perundang-undan4an yang ada masih letap berlaku selama

belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini" t3t

Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa semua peraturan perundang-

undangan, bukan hanya ketetapan MPR, bahkan peraturan yang dibuat

pada masa kolonial, masih memiliki kekuatan hukum sepanjang belum

diadakan yang baru.

Selanjutnya, ketentuan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945

rnenyatakan " Maj e I i s P ermusy aY' o rat an R alcy at d i t uga s i unl u k nt e I aku kan

peninjann lerhadap materi dan slatus

Permusyawaratan Rakyat Sementara

hukum

dan

Ketetapan Maielis

Ketetapan Majelis

frr D. Sundawa dan DJ Harun, Penganlar Hukum Indonesia'

fi le.uoi.edu/.../?ENGANTAR-HUKUM-' tt2 lbid Peletakan TAP MPR di

Tahun 201l, dilandasi pada pemikiran bahwa ke

TAP MPR yang masih berlaku dan I I 'l'AP MP

hukum berdasar Pasal 7 UU l0 Tahun 2004'
ila terjadi pelanggaran. TAP MPR menjadi macan

harus memperbaharui Peraturan MK yang

n integral dari
UU lerhadaP
UU 12 tahu
tanggal I I -13

Permusyawaratan Ratcyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis

Permusyawaratan Ralcyat tahun 2003"'132 Dengan demikian' apa yang

didalilkan Ali Safaat menjadi benar bahwa ketika melalui UU No' l0

tahun 2004 kebendaan TA? MPR hanya ditegaskan melalui atur4n

peralihan dan aturan tambahan UUD 1945, maka menjadi bijak jika

bU



kemudian TAP MPR juga harus dimunculkan secara tegas melalui aturan

perundang-undangan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan penelitan yang telah diurakan di atas, maka dapat

disimpulkan setidaknya beberapa hal sebagai berikut, Pertama, ad'a

semacam ketidaksinkoronan antara Naskah Akademik (NA) dan masukan

masyarakat terhadap hasil Undang-undang Nomor 12 tahun 20ll'

khususnya berkenaan dengan mausknya TAP MPR sebagaijenis peraturan

perundang-undangan. NA RUU tersebut maupun hasil masukan elemen

masyarakat yang dijaring melalui kunjungan panitia khusus, semuanya

menghendaki bahwa TAP MPR tidak sesuai jika dimasukkan ke dalam

hierarki peratural perundang-undangan karena pada hakikatnya

mengandung norma yang lebih tinggi dan berbeda dati norma yang

terdapat dalam undang-undang. Dengan kata lain muatan norrnanya

selevel dengan undang-Lrndang dasar (UUD)'

Namun demikian, konfigurasi politik yang muncul dalam proses

pembahasan menunjukkan adanya keinginan kuat dari Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) bahwa TAP MPR layak untuk masuk dalam hierarki'

Alasan yang kemudian diuraikan DPR; (l) Hingga saat ini masih banyak

jumlah TAP MPR yang masih berlaku dan layak dijadikan ruj ukan dalam

kehidupan ketatanegaraan Indonesia' bahkan mengingat muatannya juga

selevel dengan UUD dan dengan melihat UUD juga telah lebih dulu

masuk dalam hierarki mengapa kemudian TAP MPR seperti dianaktirikan

dan haram masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan' Oleh

karena itu jika tidak diberikan tempat lantas hendak dikemanakan TAP

MPR Yang masih berlaku tersebut'

Dalam konteks tersebut juga dapat dilihat semangat DPR

memasukkanTAPMPRkedalamhierarkitidaklainsebagaibentuk

6?



legitimasi kepada TAP MPR yang dulunya melalui UU Nomor l0 tahun

2004 hanya ditempatkan dalam penjelasan. (2). Dimasukan TAP MPR

dalan hierarki guna mengantisipasi agar pcraturan di bawahnya tidak

berbelok dari arah dasar penyelenggaraan negara. Sehingga dengan

demikian, masuknya TAP MPR dimkasudkan agar memiliki daya laku,

daya guna dan memiliki kepastian hukum. Meskipun awalnya pemerintah

dan Fraksi Partai Amanat Nasional sedikit menolak TAP MPR masuk

dalam hierarkis, namun dengan pertimbangan untuk kepentingan bangsa

yang lebih luas ak}imya menerima TAP MPR dimasukan dalam hierarki

peraturan perundang-undangan.

Kedua, secara kajian akademik, masuknya TAP MPR dalam jenis

hierarki peraturan perundang-undangan setidaknya dapat diberikan

komentar sebagai berikut; (l). Apabila melihat kedudukan TAP MPR

berdasarkan pada konsepsi bahwa penyusunan tata urutan peraturan

perundang-undangan tersebut dimaksuCkan untuk mengelompokan norma-

ncnma hukum perundang-undangan berdasarkan materi muatannya, mak^a

hal itu bukanlah hal yang wajar. Sehingga kurang tepat jika TAP MPR

dimasukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. (2). Apabila

masuknya TAP MPR. dalam hierarki peraturan perundang-undangan

didasarkan pada konsepsi bahwa hal itu untuk mengurutkan tingkatan

nornia hukum perundang-undangan, dimana norrna yang di bawah tidak

boleh bertentangan dengan dengan norma yang di atas.

Hal demikian dapat dibenarkan, mengrngat apabila ditelislk

sejarahnya dan hingga kini kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh

MPR sesungguhnya merupakan delegasi atas UUD secara umulh.

Sehingga produknya tentu menjadi logis jika harus ditempatkan di bawah

UUD 1945. dan (3). Secara teori MPR memiliki kualitas (tugas) utama

sebagai 'konstituante' (menetapkan UUD) untuk kemudian MPR

mengikatkan diri pada UUD yang ia bentuk tersebu! sehingga produknya

disetarakan dengan aturan dasar negara. Namun adanya pilihan dimasukan

63



dalam hierarki peraturan perundang-undan gan (wetgeving) yang besar di

bawah UUD, maka membawa dampak mengartikecilkan aturan dasar

negara./aturan pokok negara yang dimiliki oleh Indonesia. Karena secara

nomratif TAP MPR dilihat sebagai aturan yang posisinya di bawah UUD,

padahal secara substansi TAP MPR dinilai juga selevel dengan [IUD.

Oleh karenanya, sebagai aturan dasar/aturan pokok negara, maka

Ketetapan MPR juga merupakan sumber dan dasar pembentukan peraturan

perundang-undangan, yang seharusnya diposisikan selevel dengan UUD.

B. Saran
l. Pembuatan undang-undang (UU) yang baik adalah dengan

memeprhatikan kajian akademis yang telah tertuang di dalam naskah

akademik dan melihat masukan-masukan elemen masyarakat. Oleh

karenanya, bagi pemerintah dan DPR ke depan perlu mempelhatikan

aspek tersebut ketika proses pembahasan dan pengesahan UU,

sehingga hasilnya akan menjadi baik karena didasarkan pada pola.

sinergis yang lahir dari proses-proses yjLng baik, bukan hanya karena

didasarkan pada pandangan subjektif pembahas UU.

2. Guna memberikan kajian ilmiah yang lebih baih maka ke depan kajian

ataupun peneilitian sejenis perlu terus dilakaukan. Sehingga dapal

melahirkan gagasan-gagasan yang lebih baik lagi dari penelitian ini.

Artinya penelitian berkenaan dengan dimasukannya TAP MPR sebagai

jenis hierarki peraturan perundang-undangan bukan hanya akan

berhenti pada selesaianya penelitian ini. Sehingga akan ditemukan

langkah yang lebih solutif guna mencari tatanan sistem peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan teori dan asas-

asas yang telah ditentukan, dengan harapan akan membangun sistem

hukum atau peraturan perundang-undangan yang harmonis.
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